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ABSTRAK 
A.M.SIRYAN (B111 12 116), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Penggunaan Surat Palsu atau yang Dipalsukan (study kasus putusan 
No.1155/Pid.B/2014/PN.Mks), di bawah bimbingan Andi Sofyan selaku 
Pembimbing I dan Amir Ilyas selaku Pembimbing II.  
Tujuan penelitian ini adalah (1). Untuk mengetahui pengertian 
membuat surat palsu atau memalsukan surat menurut hukum pidana dan 
(2). Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak 
pidana penggunaan surat palsu atau yang dipalsukan pada Putusan 
No.1155/Pid.B/2014/PN.Mks 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dengan 
melakukan wawancara langsung dengan Hakim yang memeriksa dan 
memutus perkara tersebut di Pengadilan Negeri Makassar serta 
melakukan studi dokumen dalam perkara tersebut. Selanjutnya data yang 
diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode penelitian normatif 
dengan menggunakan pendekatan yuridis yakni dengan membandingkan 
pelaksanaan penerapan ketentuan pidana materiil dan pertimbangan 
hukum hakim dalam perkara Putusan No.1155/Pid.B/2014/PN.Mks  
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1). Pengertian 
membuat surat palsu atau memalsukan surat menurut hukum pidana,yaitu 
: (a) Yang dimaksud membuat surat palsu yaitu membuat surat yang 
mulanya tidak terdapat sepucuk surat apapun, tetapi kemudian telah 
dibuat sepucuk surat yang bertentangan dengan kebenaran. (b) Yang 
dimaksud memalsukan surat yaitu perbuatan yang mengubah sebagian 
yang tidak terpisahkan dari sepucuk surat  dengan cara sedemikian rupa, 
sehingga menjadikan sepucuk surat tersebut bertentangan dengan 
kebenaran dan (2). Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak 
pidana penggunaan surat palsu atau yang dipalsukan pada Putusan 
No.1155/Pid.B/2014/PN.Mks, yaitu adanya kesalahan keputusan hakim 
dalam perkara No.1155/Pid.B/2014/PN.Mks atas nama terdakwa ………… 
alias …. terhadap penerapan hukum pidana materiil yaitu ketentuan Pasal 
263 ayat (2) KUHP yang seharusnya dinyatakan terbukti oleh Majelis 
Hakim adalah bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan 
melakukan tindak pidana membuat surat palsu dan memalsukan surat 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP 
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ABSTRACT 
A.M.SIRYAN (B111 12116), Judicial Review against Criminal Acts of 
Counterfeit or Faked Letter (Case study Decision 
No.1155/Pid.B/2014/PN.Mks), supervised by Mr. Andi Sofyan as the 
first supervisor and Mr. Amir Ilyas as the second supervisor. 
There are two purposes of this research that are (1). To determine the 
definition of making a counterfeit or forged letter under criminal law and 
(2). To determine the application of criminal law material against criminal 
acts of counterfeit or faked letter on Decision No. 1155/Pid.B/2014/PN.Mks 
This research was conducted at Makassar District Court by conduct 
interviews with the Judge who examine and decide the case at Makassar 
District Court as well as conducting a document study in the case. 
Furthermore, the data were analyzed by using normative research method 
with juridical approach which comparing the implementation of the 
application of the material criminal provisions and legal considerations of 
the judge in the case of Decision No.1155/Pid.B/2014/PN.Mks 
There are two results of the research that are (1) The definition of 
making a counterfeit or forged letter according to criminal law are (a) A 
counterfeit letter is the letter which was not originally contained any letter, 
but then created a letter which is contrary to the truth. (b) The definition of 
forged letter is an acts which change the most inseparable part from a 
letter in such a way, that makes the letter is contrary to the truth and (2). 
The application of the material criminal law against criminal acts of 
counterfeit or faked letter on the Decision No.1155/Pid.B/2014/PN.Mks is 
an error in the judge's decision in the case No.1155/Pid.B/2014/PN.Mks 
on behalf defendant ..... alias ... against the application of material criminal 
law, namely the provision of Article 263 paragraph (2) Criminal Code that 
should be convicted by the judges. It stated that the defendant was legally 
and convincingly committed the crime of making a counterfeit and forged 
letter in Article 263 Paragraph (1) Criminal Code. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
 Sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Dasar NKRI tahun 
1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia Merupakan Negara 
Hukum, sehingga setiap perbuatan harus sejalan dengan hukum yang 
berlaku. Kita ketahui bahwa hukum ikut berkembang seiring dengan 
permasalahan yang terjadi dimasyarakat.  
Meskipun hukum mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat 
tetapi melihat dewasa ini tidak dapat menjadi tolak ukur akan minimalnya 
kejahatan ,melihat kehidupan di masyarakat cukup banyak permasalahan 
yang timbul akibat kejahatan baik itu yang mendatangkan kerugian pada 
individu , masyarakat maupun negara. Permasalahan yang cukup sering 
terjadi  dikehidupan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan surat dan 
penggunaan surat palsu. Kejahatan kedua ini merupakan perbuatan yang 
dianggap sebagai kejahatan yang bertentangan kepentingan pribadi 
maupun kepentingan umum.  
Pemalsuan tanda tangan ataupun cap/stempel merupakan salah 
satu diantara bentuk pemalsuan surat dan Penggunaan surat palsu yang 
dimaksud ialah seseorang yang dengan sengaja menggunakan surat yang 
diketahuinya adalah palsu. Perbuatan pemalsuan surat atau penggunaan 
surat palsu senantiasa dilakukan dikarenakan berbagai faktor dan faktor 
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pendorong yang paling besar sehingga seseorang melakukan perbuatan 
kejahatan yaitu faktor himpitan ekonomi ataupun permasalahan 
pemenuhan kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan membuat 
seseorang menggunakan fikirannya untuk memenuhi hal tersebut.  
Penggunakan surat palsu atau yang dipalsukan merupakan salah 
satu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat. 
Apalagi diera modern seperti sekarang ini, kemajuan teknologi yang 
semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih 
mudah untuk melakukan pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu  
tersebut.  
Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan merupakan salah 
satu tindak pidana yang telah diatur dalam Bab XII Buku II pasal 263 ayat 
(2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). 
Rumusan Pasal 263 KUHP, sebagai berikut : 
(1)  Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, 
yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) 
atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan 
sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan 
menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat – 
surat itu seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau 
mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian 
dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara 
selama – lamanya enam tahun. 
(2)  Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa 
dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu 
seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal 
mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian. 
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Pada pasal  tersebut ditekankan bahwa dalam penggunaannya 
harus benar-benar mengetahui bahwa surat yang di gunakan itu adalah 
palsu dan  dapat mendatangkan kerugian. 
Kejahatan menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan 
merupakan kejahatan yang timbul dikarenakan adanya surat palsu, yang 
diartikan dengan surat disini ialah segala surat baik yang ditulis dengan 
tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik. 
Dengan adanya ketentuan hukum yang mengatur kejahatan 
tersebut,maka sesuai dengan fungsinya  hukum sebagai alat pengendali 
sosial dan pemidanaan sebagai suatu upaya represif untuk 
menanggulangi kejahatan. 
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis berinisiatif untuk 
mengadakan suatu penelitian lebih lanjut permasalahan mengenai 
menggunakan surat palsu yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) dan 
menungkannya dalam Tugas Akhir (Skripsi) dengan judul “Tinjauan 
Yuridis Terhadap Tindak Pidana  Menggunakan Surat Palsu atau 
Yang Dipalsukan (Studi Kasus Putusan Nomor 
1155/Pid.B/2014/PN.MKS)” 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis uraikan diatas, 
maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang menarik untuk 
dikaji, yaitu:  
1. Bagaimanakah pengertian membuat surat palsu atau memalsukan 
surat menurut hukum pidana ? 
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak 
pidana penggunaan surat palsu atau yang dipalsukan pada Putusan 
Nomor.1155/Pid.B/2014/PN.Mks ? 
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian  
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah : 
a. Untuk mengetehui pengertian membuat surat palsu atau 
memalsukan surat menurut hukum pidana 
b. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil 
terhadap tindak pidana penggunaan surat palsu atau yang 
dipalsukan pada Putusan Nomor.1155/Pid.B/2014/PN.Mks 
2. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
kegunaan, sebagai berikut : 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 
informasi atau referensi bagi setiap kalangan, terutama 
disiplin ilmu hukum pidana.  
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2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 
pemikiran bagi kalangan teoritis dan bagi aparat penegak 
hukum (polisi, jaksa, Hakim) untuk meningkatkan 
pengetahuan (knowledge) dalam penanganan perkara tindak 
pidana menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tindak Pidana. 
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana 
Itilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum 
pidana belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun isitilah ini terdapat dalam 
WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tatapi 
tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar 
feit itu. Oleh karena itu , para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti 
dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keberagaman 
pendapat. 
Sementara itu, istilah delik sebetulnya tidak ada kaitannya dengan 
istilah strafbaar feit karena istilah itu berasal dari kata delictum (latin), yang 
juga dipergunakan dalam perbendaharaan hukum belanda : delict, namun 
isi pengertiannya tidak ada perbedaan prinsip dengan istilah strafbaarfeit. 
Biasanya tindak pidana disinonimkan  dengan delik, tindak pidana, 
peristiwa pidana, perbuatan pidana dan sebagainya. 
 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut : 
“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena 
merupakan pelanggaran terhadap undang - undang tindak pidana” 
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Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai Strafbaar 
feit,tindak pidana ataupun peristiwa pidana antara lain : 
Menurut Simons (Moeljatno,1983 : 56)  bahwa strafbaar feit adalah 
kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat 
melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang 
dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. 
Menurut Van Hammel (Moeljatno, 1983 : 56) strafbaar feit adalah 
kelakuan orang (menselijke gadraging) yang dirumuskan dalam 
wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana 
(strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan. 
Menurut Pompe (Lamintang,1984: 173) perkataan “strafbaar feit” 
itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran 
norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja 
ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, 
dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu 
demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan 
umum. 
Menurut J.E.Jonkers (Adami chazawi,2001 :75) peristiwa pidana 
ialah “perbuatan yang melawan hukum (wederrechttelijk) yang 
berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan 
oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.  
Menurut Mulyatno (Teguh prasetyo,2010: 46) menerjemahkan 
istilah strafbaar feit dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat 
beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya 
suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang 
dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. 
 Menurut Wirjono Prodjodikoro (Adami chazawi, 2001:75) bahwa 
tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat 
dikenakan hukuman pidana. 
Adapun pandangan dari Meoljatno (Adami Chazawi,2001 :71) 
menggunnakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau 
sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan 
mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 
barang siapa melanggar larangan tersebut. Istilah perbuatan pidana 
lebih tepat dengan alasan sebagai berikut : 
1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan (perbuatan 
manusia,yaitu suatu kejadian atau keadaan yang 
8 
ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu 
ditujukan pada orangnya. 
2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan 
ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnnya),ada 
hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang 
berupa keadaan atau kejadian yang timbul orang tadi, 
melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan 
perbuatan tadi ada hubungan erat pula. 
3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka 
lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu 
pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan 
konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu  
(perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau 
yang menimbulkan kejadian itu. 
Disamping mengemukakan istilah yang tepat yakni perbuatan 
pidana Moeljatno juga menyatakan bahwa istilah peristiwa dan istilah 
tindak pidana serupakan suatu istilah yang tidak tepat, dengan alasan 
sebagai berikut : 
1. Untuk istilah peristiwa pidana, perkataan peristiwa 
menggambarkan hal yang konkret (padahal strafbaar feit 
sebenarnya abstrak) yang menunjuk pada kejadian 
tertentu, misalnya matinya orang, yang tidak penting dalam 
hukum pidana. Kematian itu baru penting jika peristiwa 
matinya orang dihubungkan dengan atau diakibatkan oleh 
kelakuan orang lain. 
2. Sementara itu, pada istilah tindak pidana, perkataan 
“tindak” tidak menunjuk pada hal abstrak seperti perbuatan, 
tapi sama dengan perkataan peristiwa yang juga 
menyatakan keadaan konkret, seperti kelakukan, gerak – 
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gerik, atau sikap jasmani, yang lebih dikenal dalam tindak – 
tanduk, tindakan dan bertindak. 
Pandangan moeljato terhadap perbuatan pidana, seperti tercermin 
dalam istilah yang beliau gunakan dan rumusannya menampakkan bahwa 
beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. 
Pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan yang melakukan ini 
sering disebut pandangan dualisme, juga dianut oleh banyak ahli, 
misalnya Pompe, Vos ,Tresna, Roeslan Saleh, A.Zainal Abidin. 
Pompe merumuskan bahwa suatu strafbaar feit itu sebenarnya 
adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan 
undang- undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. 
Vos (Adami Chazawi, 2001:72) merumuskan bahwa 
strafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana 
oleh peraturan perundang –undangan. 
Menurut R.Tresna (Adami Chazawi, 2001:72) sangat sulit 
untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal 
peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu definisi, yang 
menyatakan bahwa, “peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan 
atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan 
undang – undang atau peraturan perundang – undangan lainnya, 
terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. 
Dapat dilihat bahwa rumusan itu tidak memasukkan unsur yang 
berkaitan dengan pelkunya. Selanjutnya beliu menyatakan bahwa dalam 
peristiwa pidana itu mempunyai syarat – syarat : 
1. Harus ada suatu perbuatan manusia; 
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam 
ketentuan hukum; 
3. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu 
orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan; 
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum; 
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5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya 
dalam Undang – undang . 
 
2. Unsur – unsur  Tindak Pidana 
Jika kita berusaha menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam 
unsur – unsurnya, maka yang pertama kita jumpai adalah disebutkan 
sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah 
melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang – undang. 
Menurut ilmu pengetehuan hukum pidana, suatu tindakan itu dapat 
merupakan hal melakukan sesuat (een doen) atau tidak melakukan 
sesuatu (een niet doen) dan juga merupakan hal mengalpakan sesuatu 
yang diwajibkan oleh undang – undang (een nalaten). 
Sungguhpun demikian setiap tindak pidana yang terdapat dalam 
Kitab Undang – undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat 
dijabarkan ke dalam unsur – unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi 
menjadi 2 (dua) macam unsur, yakni unsur – unsur subjektif dan unsur – 
unsur objektif. (Lamintang,1984;183) 
Yang dimaksud dengan unsur – unsur subjektif itu adalah unsur – 
unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan 
diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang 
terkandung di dalam hatinya. 
Sedangkan yang dimaksud dengan unsur – unsur objektif itu 
adalah unsur  yang terdapat diluar pelaku. Unsur – unsur yang ada 
hubungannya dengan kaedah – kaedah, yaitu di dalam keadaan – 
keadaan mana tindakan – tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. 
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Unsur – unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah : 
1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa) 
2. Maksud pada suatu percobaa seperti yang dimaksud pada pasal 53 
ayat (1) KUHP 
3. Macam – macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan – 
kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya. 
4. Merencanakan terlebih dahulu , seperti tercantum dalam pasal 340 
KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebi dahulu 
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP 
Unsur – unsur objektif dari sesuatu tindakan itu adalah :  
1. Sifat melanggar hukum (wederrechtelijkheid) 
2. Kualitas dari si pelaku,  
Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri didalam kejahatan 
jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus 
atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan 
menurut pasal 398 KUHP. 
3. Kausalitas 
Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan 
suatu kenyataan sebagai akibat. 
 
Dari rumusan R.Tresna (Adami Chazawi,2001;80), tindak pidana 
terdiri dari unsur – unsur, yakni : 
a. Perbuatan / rangkaian perbuatan (manusia); 
b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan; 
c. Diadakan tindakan penghukuman. 
Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakanpenghukuman, 
terdapat pengertian bahwa seolah –olah setiap perbbuatan yang dilarang 
itu selalu diikuti dengan penghukuman (pemidanaan), berbeda dengan 
Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak 
selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana. 
Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang 
bertentangan dengan undang – undang selalu diikuti dengan pidana, 
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namun dalam unsur – unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat – 
syarat (subjektif) yang melekat pada orangnnya untuk dapat dijatuhkannya 
pidana.  
B. Pemalsuan Surat 
1. Pengertian Surat  
Di dalam KUHP tidak memberikan definisi secara jelas ataupun 
secara otentik tentang apa yang dimaksud dengan surat, tetapi dengan 
memperhatikan dan mencermati  rumusan pasal 263 ayat (1) KUHP 
tersebut , maka dapat diketahui pengertian surat. 
Adapun rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHP menurut R.Soesilo 
dalam Kitab Undang- Undang Hukum PIdana sebagai berikut : 
“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang 
dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau 
sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan 
sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan  
menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat – 
surat itu seolah – olah itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau 
mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian dihukum 
karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama – 
lamanya enam tahun” 
Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan 
surat adalah sebagai berikut : 
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1. Yang dapat menerbitkan suatu hak (misalnya : ijazah,karcis 
tanda masuk,surat andil, dll ) 
2. Yang dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya : surat 
perjanjian utang, perjanjian sewa, perjanjian jual beli) 
3. Yang dapat menerbitkan siatu pembebasan hutang (misalnya : 
kwitansi atau surat semacam itu) 
4. Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu 
perbuatan (misalnya : surat angkutan, obligasi, dll) 
Dalam KUHP tidak dijelaskan apakah surat itu harus tertulis 
di atas kertas, pelastik, kain, batu, dsb tetapi apabila 
memperhatikan ketentuan pidana yang mengatur pemalsuan surat 
– surat dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud surat dalam 
KUHP adalah tulisan yang ditulis diatas kertas. 
3. Pengertian Pemalsuan Surat 
Pemalsuan surat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertujuan 
untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya palsu/ tidak asli lagi  
atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Dalam hal 
membuat surat palsu dapat terjadi pada sebagian atau seluruh isi surat, 
juga pada tanda tangan pada si pembuat surat misalnya : mengubah, 
menggaris, menghapus, menambah,mengurangi dan lain – lain. 
Adapun maksud dari pemalsuan surat itu ialah dipakai sendiri oleh 
sipelaku (pemalsu) atau menyuruh orang lain memakai seolah – olah 
isinya benar atau tidak dipalsukan. 
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Adapun prinsip pembeda antara perbuatan membuat surat palsu 
dan memalsukan surat, bahwa dalam hal perbuatan membuat surat palsu 
yaitu membuat yang isinya tidak sama dengan semestinya (tidak 
benar/palsu), ataupun membuat surat dengan cara sedemikian rupa dan 
menunjukkan asal surat itu tidak benar. Sedangkan perbuatan memalsu 
surat yaitu mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya berbeda 
dengan isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang 
aslinya. 
4. Jenis – Jenis Pemalsuan 
Dalam ketentuan hukum pidana dikenal beberapa bentuk kejahatan 
pemalsuan antara lain : 
1. Sumpah palsu (Pasal 242 KUHP); 
2. Memalsukan mata uang dan uang kertas negara serta uang 
bank (Pasal 244 KUHP ); 
3.  Pemalsuan materai (Pasal 253 KUHP); dan 
4. Pemalsuan surat (Pasal 263 sampai dengan Pasal 276). 
 
a. Sumpah Palsu 
Memberikan  keterangan baik secara lisan maupun 
tulisan yang palsu (tidak benar)  dan pemberian keterangan 
tersebut di atas sumpah yang diketahuinya pemberi keterangan 
bahwa keterangan tersebut adalah palsu, hal yang terpenting 
sehingga dapat dikatakan seseorang melakukan sumpah palsu 
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dan keterangan palsu yang dimaksud dalam Pasal 242 KUHP 
haruslah pemberian sumpah dan keterangan palsu menurut 
peraturan mengakibatkan akibat hukum pada keterangan itu. 
b. Memalsukan mata uang dan uang kertas negara serta uang 
kertas bank 
Objek pemalsuan dalam hal ini adalah uang negara baik 
berupa logam ataupun kertas dan uang kerta bank, memalsu 
mata uang dan uang kertas negara serta uang kertas bank 
yang dimakasud ialah memalsu ataupun meniru, yang 
dikatakan dengan meniru disini adalah membuat barang yang 
menyerupai uang. Uang dan uang kertas negara serta uang 
kertas bank yang dipalsukan ataupun ditiru dipergunakan untuk 
main – main (tidak ada maksud mengedarkan ataupun 
menyuruh mengedarkan) tidak dapat dikatakan memalsukan 
mata uang dan uang kertas negara serta uang kertas bank 
dalam ketentuan Pasal 244 KUHP. 
 
c. Memalsu materai  
Perbuatan memalsukan atau meniru materai yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah Negara Indonesia (misalnya : 
materai pos,materai temple,materai pmbayaran pajak radio dan 
sebagainya) atau memalsukan tanda tangan untuk 
mengesahkan materai itu, dapat dikatakan seseorang memalsu 
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materai menurut Pasal 253 KUHP haruslah dalam pemalsuan 
tersebut dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh 
orang menggunakan materai palsu itu seolah – olah asli. 
d. Memalsukan surat 
Pembutan surat palsu atau memalsu surat, baik dibuat 
dengan cara di tulis tangan, dicetak, maupun memakai mesik 
tik. Surat yang dipalsukan menerbitkan suatu hak,suatu 
perjanjian atau pembebasan utang atau yang boleh 
dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan. 
Agar dapat dikatakan seseorang memalsukan surat menurut 
Pasal 263 KUHP haruslah ada maksud menggunakan atau 
menyuruh orang lain menggunakan surat palsu itu seolah – 
olah surat itu asli (tidak palsu). 
C. Tindak  Pidana Menggunakan Surat Palsu 
Menggunakan Surat palsu atau yang dipalsukan diatur dalam Bab 
VII buku II Pasal 263 ayat (2) KUHP dengan rumusan sebagai berikut : 
1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang 
dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) 
atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan 
sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud 
akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan 
surat – surat itu seolah – olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, 
maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu 
kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman 
penjara selama – lamanya enam tahun. 
2. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan 
sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu 
seolah – olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal 
mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian. 
17 
Dalam Pasal 263 tersebut terdapat dua (2) bentuk kejahatan, yang 
masing – masing dirumuskan pada ayat (1) dan (2), yang jadi konsentrasi 
penulis ialah pada Pasal 263 ayat (2) . 
Tindakan pidana dimaksudkan didalam Pasal 263 ayat (2) KUHP itu 
terdiri dari unsur – unsur : 
1. Barang siapa; 
2. Dengan sengaja; 
3. Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan; 
4. Penggunaannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian. 
 
Kesengajaan menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan 
merupakan suatu tindak pidana yang berdiri sendiri di samping tindak 
pidana pemalsuannya sendiri. Untuk dapat menyatakan seseorang 
bersalah telah mempergunakan surat semacam itu, tidaklah perlu bahwa 
perbuatan membuat surat tersebut menghasilkan suatu pemalsuan yang 
membuat pelakunya dapat dijatuhi pidana, melainkan cukup jika pada 
waktu penggunaannya surat itu palsu , dan pelaku menyadari tentang hal 
tersebut. 
Sudah jelas bahwa untuk dapat dapat dipandang sebagai 
mempergunakan sepucuk surat yang dipalsukan atau yang didibuat 
secara palsu itu, pelaku perlu telah mempergunakan surat tersebut untuk 
memperdayakan orang lain, akan perlu diketahui bahwa untuk selesainya 
perbuatan mempergunakan surat yang dipalsukan di dalam ketentuan 
pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP itu tidak perlu bahwa 
tujuan pelaku mempergunakan surat tersebut telah tercapai. 
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Penggunaan surat palsu atau yang dipalsukan harus dapat 
mendatangkan kerugian dalam artian bahwa tidak perlu kerugian itu betul 
– betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian saja itu 
sudah cukup, yang diartikan dengan kerugian disini tidak saja hanya 
meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian dilapangan 
kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dsb.  
Yang dimaksud dengan surat dalam hal ini selain surat yang ditulis 
dengan tangan, mesin tik atau mesin cetak, juga termasuk salinan atau 
fotocopy surat itu 
Dalam hal surat palsu disini bahwa yang dapat dipalsukan itu bukan 
hanya isi surat saja, melainkan juga tanda tangan orang yang dibutuhkan 
dibawah surat, baik itu dilakukan dengan tulisan tangan maupun dengan 
memakai setempel tanda tangan, demikian pula penempelan suatu foto 
orang lain dari pada pemegang yang berhak dalam suatu surat, bahkan 
juga bagian – bagian yang tidak terpisahkan dari sepucuk surat, misalnya 
lampiran dari surat tersebut, walaupun bagian – bagian itu bukan 
merupakan isi dari surat yang bersangkutan.  
 
D. Pertanggung jawaban pidana. 
1. Pengertian Pertanggungjawaban pidana. 
Pertanggungjawaban pidana atau dalam istilah asing disebut 
dengan teorekenbaarheid atau criminal responsibility yang menjurus ke 
pemidannan seseorang dengan tujuan untuk menentukan kemampuan 
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dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan pidana yang 
dilakukan. 
Untuk dapat dipidananya seseorang haruslah memenuhi unsur – 
unsur delik yang telah ditentukan oleh undang – undang dan dilihat dari 
segi perbuatannya tidak ada alasan pembenar ataupu alasan pemaaf 
serta kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya. 
Menurut Pompe (Amir Ilyas, 2012 : 74) kemampuan bertanggung 
jawab pidana harus mempunyai unsur – unsur sebagai berikut : 
1. Kemampuan berfikir (psychisch) pembuat (dader) yang 
memungkinkan ia melakukan perbuatannya. 
2. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya. 
3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan 
pendapatnya. 
 
Adapun menurut Van Hamel (Amir Ilyas, 2012 :74) syarat – syarat 
dapat dipertanggung jawabkan sebagai berikut : 
1. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau 
mengisyafi nilai dari perbuatannya. 
2. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata 
cara kemasyarakatan adalah dilarang 
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap 
perbuatan 
 
 
 
 
2. Unsur – unsur Pertanggungjawaban Pidana. 
Dalam doktrin hukum pidana seseorang dapat dipertanggung 
jawabkan apabila memenuhi tiga (3) unsur yaitu :  
1. Mampu bertanggungjawab, 
2. Ada kesalahan  
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3. Tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf. 
a. Mampu bertanggungjawab. 
Pertanggungjawaban pidana setelah melakukan suatu tindak 
pidana dan memenuhi unsur – unsur yang telah ditentukan oleh 
undang – undang . 
Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab 
(toerekeningsvatbaar), yang menurut E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi 
(Amir Ilyas, 2012 :76) antara lain : 
1.)  Keadaan jiwanya : 
a.) Tidak terganggu dengan penyakit yang terus 
menerus atau sementara. 
b.) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu,idiot, dan 
sebagainya) 
c.) tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah 
yang meluap, pengarus bawah sadar/ reflexe 
bewenging, melindur/slaapwndel, menggigu karena 
demam/koorts, nyida dan lain sebagaiya. Dengan 
kata lain dia dalam keadaan sadar.  
 
b. Kesalahan 
Dalam doktrin hukum pidana bahwa kesalahan dianggap 
ada, apabila dengan atau karena kelalain telah melakukan suatu 
perbuatan atau tidak melakukan sesuatu yang menimbulkan 
keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan 
dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.  
1). Kesengajaan, terbagi dari tiga jenis antara lain : 
a. Sengaja sebagai niat (oogmerk) 
b. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan 
(zekerheidsbewustzji) 
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c. Sengaja sadar akan kemungkinan (dolus eventualis, 
mogelikkeheidsbewustzjin) 
2). Kealpaan, terbagi menjadi dua antara lain  :  
a. Kelalaian berat (culpa lata) 
b. Kelalaian ringan (culpa levis) 
A. Kesengajaan (Dolus) 
Kebanyakan tindak pidana yang memunyai unsur 
kesengajaan atau Opzet bukan unsur keaalpaan atau culpa. 
Kesengajaan ini harus mengenai tiga unsur pidana yaitu ke-1  : 
pebuatan yang dilarang, ke-2 :akibat yang menjadi pokok alasan 
diadakan larangan itu, ke-3 : Perbuatan itu melanggar hukum.  
Kesengajaan terbagi dari tiga jenis antara lain : 
a) Sengaja sebagai niat (oogmerk) 
 Kesengajaan sebagai niat atau maksud adalah terwujudnya 
delik yang merupakan tujuan dari pelaku. 
 
b) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan 
(zekerheidsbewustzjin) 
Kesengajaan sadar akan kepastian merupakan terwujudnya 
delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan 
merupakan syarat mutlak sebelum/pada saat/sesudah tujuan 
pelaku tercapai.(ada delik/yang pasti terjadi sebelum/pada 
saat/sesudah tujuan pelaku tercapai) 
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c) Sengaja sadar akan kemungkinan (dolus eventualis, 
mogelijkeheidbewuszjin) 
Kesengajaan sadar akan kemungkinan merupakan 
terwujudnya delik bukan merupakan tujuan pelaku, 
melainkan merupakan syarat yang mungkin timbul 
sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku tercapai. 
B. Kealpaan (culpa) 
Kealpaan merupakan salah bentuk kesalahan yang 
timbul karena pelaku tidak memenuhi standar yang telah 
ditentukan menurut undang –undang, kealpaan atau kelalaian 
itu terjadi karena perilaku orang tersebut. 
Kealpaan (culpa)yang dikenal dalam hukum pidana ada 
dua macam yaitu culpa lata dan culpa levis. Hanya culpa lata 
saja yang mejadi syarat suat delik.culpa lata ini dapat dibagi 
atas culpa yang diinsyafi (bewuste schuld) dan culpa yang 
tidak diinsyafi (onbewuste schuld). 
Menurut Hazenwinkel Suringa (Rusli Effendy,1978 : 
11) pada culpa yang diinsyafi sipelaku benar – benar telah 
memikirkan akibat perbuatannya, jadi dapat membayangkan 
akan adanya bahaya, tetapi dalam perwujudan akibat ia tidak 
percaya sedangkan seharusnya ia mesti dan memahami 
bahwa ia tidak boleh memikirkan demikian. 
Pada culpa yang tidak dinsyafi dalam hal ini sipelaku 
sama sekali tidak memikirkan atau menyangka bahwa akan 
timbul akibat, Jadi salah perhitungan. Menurut Van Dijk (Rusli 
effendy,1978:12) ini adalah suatu cara memikir yang 
seharusnya dicela. Umpamanya seorang pekerja yang 
melempar barang dari gudang dengan tidak memikirkan 
kemungkinan adanya orang yang dilanggar, dimana seorang 
kebetulan lalu ditimpa karang dan meninggal dunia.  
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Dalam hal ini berbedaan Kesengajaan akan 
kemungkinan dan culpa lata tidak memiliki perbedaan yang 
begitu jelas. Kesengajaan sadar akan kemungkinan 
merupakan terjadinya akibat yang harusnya disadari 
mengenai kemungkinannya, sedangkan culpa lata merupakan 
terjadinya akibat yang tidak disadari akan kemungkinannya. 
C. Tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar 
Dalam mengwujudkan suatu tindak pidana bahwa ia 
menginsyafi akibat terhadap perbuatannya. Dapat mengetahui 
tercelanya tindakan dan dapat menentukan apakah akan 
melaksanakan tindakan tersebut atau tidak dan tidak ada 
alasan yang dibenarkan Undang – undang akan 
perbuatannya. 
Menurut Pompe (Amir Ilyas, 2012 : 87) mengatakan 
bahwa hubungan petindak dengan tindakannya ditijau dari 
sudut “kehendak” kesalahan petindak adalah merupakan 
bagian dalam dari kehendak tersebut. Asas yang timbul dari 
padanya ialah “tiada pidana tanpa kesalahan (Geen straf 
zonder schuld / no punihsment without fault). 
 
E. Pidana dan Pemidanaan 
1. Pengertian pidana dan pemidanaan 
Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa 
Belanda yaitu strafrecht. Straf berarti pidana,dan Recht berarti hukum. 
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Adapun menurut Hazenwinkel Suringa (Teguh prasetyo,2010 : 5) 
dalam bukunya membagi hukum pidana dalam arti : 
a. Objektif (ius poenale) yang meliputi : 
1. Perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam 
dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak 
2. Ketentuan – ketentuan yang mengatur upaya yang dapat 
digunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan 
hukum penitensier 
b. Subjektif (ius puniendi) yaitu hak negara menurut hukum untuk 
menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta 
melaksanakan pidana. 
 
Menurut Moeljatno (Teguh Prasetyo, 2010 :7) mengatakan bahwa 
hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku 
di suatu di suatu negara, yang mengadakan dasar – dasar dan aturan 
untuk : 
1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 
dilarang, yang diserti ancaman atau sanksi yang berupa pidana 
tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. 
2. Menentukan kapan dan dalam hal – hal apa kepada mereka 
yang telah melanggar larangan – larangan itu dikenakan atau 
dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancam. 
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu 
dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka ttelah 
melanggar larangan tersebut. 
 
Menurut Satochid Kartanegara (Teguh Prasetyo, 2010 :7) bahwa 
hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu : 
a. Hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang 
mengndung larangan – larangan atau keharusan – keharusan 
terhadap pelanggaran diancam dengan hukuman. 
b. Hukum pidana dalam subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang 
mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang 
melakukan perbuatan yang dilarang. 
Sedangkan pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan 
sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. 
Menurut Sudarto (Lamintang :1986;36) , perkataan pemidanaan 
itu adalah sinonim dengan dengan perkataan penghukuman, tentang hal 
tersebut berkatalah beliau bahwa penghukum itu berasal dari kata dasar 
hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau 
memutuskan tentang hukumnya (berechten). Menetapkan hukum untuk 
suatu peristiwa itu tidakhanya menyangkut bidang hukum pidana saja, 
25 
akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada 
hukum pidana, maka istilah tersebut harus dipersempit artinya, yakni 
penghukuman dalam perkara pidana, yang kerapkali sinonim dengan 
pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. 
 
2.Teori – teori pemidanaan 
Mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan itu 
ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat diantra para pemikir 
atau diantara para penulis. 
Teori pemidanaan dapat dikelompokkan dalam 3 golongan besar, 
yaitu : a.Teori absolute atau teori pembalasan (vergeldings theorien), 
b.Teori relative atau teori tujuan (doel theorien). c.Teori gabungan 
(vermegins theorien). 
a. Teori Pembalasan (absolute/vergeldingstherien) 
Aliran ini yang menganggap dasar hukum pidana adalah 
alam pikiran untuk pembalasan (vergelding atau vergeltung). Teori 
ini kenal pada akhir abad 18 yang mempunyai pengikut – pengikut 
seperti Immanuel kant, Hegel, Herbart, Stahl dan Leo polka. 
Menurut Kant (Amir Ilyas,2012 :98), bahwa pembalasan 
atau suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak 
menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat 
yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan. 
 
Pendapat lain dikemukakan oleh Herbart (Amir 
Ilyas,2012:99) Apabila kejahatan tidak dibalas maka akan 
menimbulkan ketidakpuasan terhadap masyarakat. Agar kepuasan 
masyarakat dapat dicapai atau dipulihkan, maka dari sudut 
aethesthica harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal 
pada penjahat pelakunya. 
 
b. Teori relatif atau teori tujuan (doen theorien) 
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Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar 
bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) 
dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat dan 
untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. 
Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu 
kejahatan dengan tujuan agar tata tertib msyarakat tetap 
terpelihara.ditinjau dari sudut pandang pertahanan masyarakat itu 
tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (noodzakelijk) 
diadakan. 
Unutuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka 
pidana itu mempunyai tiga macam sifat , yaitu : 
1. Bersifat menkut –nakuti ;(afschrikking) 
2. Bersifat memperbaiki ;(verbetering/reclasering) 
3. Dan bersifat membinasakan(onshadelijk maakem) 
Sementara itu, sifat pencegahannya terdiri dari teori ini ada 
dua  macam yaitu: 
1. Pencegahan umum (general preventie) dan  
2. Pencegahan khusus (special preventie) 
a. Teori – teori pencegahan umum, yang ingin mencapai 
tujuan dari pidana yaitu semata- mata dengan membuat 
orang agar takut akan melakukan kejahatan – kejahatan. 
Adapun kelemahan menuru Feuerbach (Adami 
Chazawi,2001:164) yaitu sebagai berikut : 
a. Penjahat yang pernah atau beberapa kali melakukan 
kejahatan dan dipidnana dan menjalaninya, perasaan 
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takut terhadap ancaman pidana itu menjadi tipis 
bahkan perasaan takut dapat menjadi hilang. 
b. Ancaman pidana yang ditetapkan terlebih dahulu itu 
dapat tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. 
Sebagaimana diketahui bahwa ancaman pidana 
bersifat abstrak, sedangkan pidana yang dijatuhkan 
adalah bersifat konkret. Untuk terlebih dulu 
menentukan batas – batas beratnya pidana yang 
diancam dengan pidana tertentu itu merupakan 
sesuatu hal yang sukar. 
c. Orang orang atau penjahat yang picik (bodoh) atau 
juga tidak mengetahui perihal ancaman pidana itu, 
sifat menakut – nakuti menjadi lemah atau tidak ada 
sama sekali. 
b. Teori – teori pencegahan khusus, yang ingin mencapai 
tujuan dari pidana itu dengan membuat orang takut 
melakukan kejahatan, dengan memperbaiki dan dengan 
membuat penjahatnya itu sendiri dan menjadi tidak 
mampu untuk melakukan kejahatan – kejahatan lagi. 
Pembela teori ini misalnya, Van Hamel (Adami 
Chazawi,2001;165) berpandangan bahwa pencegahan umum dan 
pembalasan tidak boleh dijadikan tujuan dan alasan dari penjatuhan 
pidana, tetapi pembahasan itu akan timbul dengan sendirinya 
sebagai akibat dari pidana dan bukan sebab dari adanya pidana. 
 
Lanjut van Hamel membuat suatu gambaran berikut ini 
tentang pemidanaan yang bersifat pencegahan khusus ini. 
a. Pidana selalu dilakukan untuk pencegahan khusus, 
yakni untuk menakut – nakuti orang yang cukup dapat 
dicegah dengan cara menakut – nakutinya melalui 
penjatuhan pidana itu agar ia tidak melakukan niat 
jahatnya. 
b. Akan tetapi, bila ia tidak dapat lagi ditakut – takuti 
dengan cara menjatuhkan pidana, penjatuhan pidana 
harus bersifat memperbaiki dirinya (reclasering). 
c. Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi 
diperbaiki, penjatuhan pidana harus bersifat 
membinasakan atau membikin mereka tidak berdaya. 
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d. Tujuan satu –satunya dari pidana adalah 
mempertahankan tata tertib hukum di dalam 
masyarakat. 
 
c. Teori gabungan 
Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas 
pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan 
kata lain dua alasan itu menjadi dasardari penjatuhan pidana. Teori 
gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu 
sebagai berikut : 
1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi 
pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa 
yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankanya 
tata tertib masyarakat. 
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata 
tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya 
pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang 
dilakukan terpidana. 
 
 
1. Teori gabungan yang pertama. 
Pendukung teori gabungan yang menitikberatkan pada 
pembalasan ini didukung oleh pompe. Yang berpandangan bahwa 
pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga 
bertujuan untuk memperthankan tata tertib hukum agar 
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kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. 
Pidana yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila 
bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum).masyarakat. 
Pakar hukum pendukung teori gabungan pertama ini ialah 
Zevenbegen yang berpandangan bahwa makna setiap pidana 
adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi 
tata tertib hukum sebab pidana ini adalah mengembalikan dan 
mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintahan. Oleh 
sebab itu, pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain 
untuk mempertahankan tata tertib hukum itu. 
2. Teori gabungan yang kedua 
Pendukung teori gabungan yang menitikberatkan pada tata 
tertib hukum ini antara lain Thomas Aquino, dan Vos. 
Menurut simons (Adami Chazawi,2001 :167) dasar primer 
pidana adalah pencegahan umum;dasar skundernya adalah 
pencegahan khusus. Pidana terutama ditujukan pada pencegahan 
umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang – 
undang. Apabila hal ini tidak cukup kuat dan tidak efektif dalam hal 
pencegahan umum itu, maka barulh diadakan pencegahan khusus, 
yang terletak dalam hal menakut – nakuti, memperbaiki dan 
membikin tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat 
bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan  atau 
berdasarkan atas hukum dari masyarakat. 
Menurut Thomas Aquino (Adami Chazawi,2001 :167) dasar 
pidana itu ialah kesejahtraan umum. Untuk adanya pidana, harus 
ada kesalahan pada pelaku perbuatan , dan kesalahan (schuld) itu 
hanya terdapat pada perbuatan – perbuatan yang dilakukan 
dengan sekarela. Pidana yang dijatuhkan pada orang yang 
melakukan perbuatan yang dilakukan denga suka rela inilah 
bersifat pembalasan. Sifat membalas dari pidana merupakan sifat 
umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari pidana sebab tujuan 
pidana pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata 
tertib masyarakat. 
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Adapun pandangan menurut Vos (Adami Chazawi,2001 
:168) yang berpandangan bahwa daya menakut – nakuti dari 
pidana tidak hanya terletak pada pencegahan umum yaitu tindak 
hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan 
pidana secara konkret oleh hakim. Pencegahan khusus yang 
berupa memenjarakan terpidana masih disangsikan efektivitasnya 
untuk menakut – nakuti. Alsannya ialah bahwa seseorang yang 
pernah dipidana penjara tidak lagi takut penjara, oleh karena itu, 
diragukan apakah suatu pidana yang dijatuhkan menurut 
pencegahan khusus dapat menahan si pernah dipidana untuk tidak 
melakukan lagi. 
 
Bahwa pada umumnya anggota masyarakat memandang 
bahwa penjatuhan pidana adalah suatu keadilan. Oleh karena itu 
dapat membawa kepuasan masyarakat. Mungkin tentang beratnya 
pidana, ada perselisihan paham, tetapi mengenai faedah atau 
perlunya pidana, tidak ada perbedaan pendapat. Umumnya 
penjatuhan pidana dapat memuaskan perasaan masarakat, dan 
dalam hal – hal tertentu dapat berfaedah yakni terpidana lalu 
menyegani tata tertib dalam masyarakat. 
 
 
 
 
3. Bentuk – bentuk pidana. 
Bentuk pidana yang tedapat dalam BAB II pasal 10 KUHP 
terdiri atas : 
a. Pidana pokok terdiri dari : 
   1) Pidana mati ; 
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   2) Pidana penjara ; 
   3) Pidana kurungan ; 
   4) Pidana denda. 
b. Pidana tambahan terdiri dari : 
   1) Pencabutan hak – hak tertentu; 
   2) Perampasan barang – barang tertentu  
    3) pengumuman putusan hakim. 
F. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana 
1. Dasar pemberatan pidana 
Dalam hal penambahan pidana KUHP mengenal alasan  yang 
memperberat pidana yaitu : 
a. Kedudukan sebagai pegawai negeri (pasal 52), 
b. Residive atau pengulangan (Bab XXXI buku II), 
c. Gabungan atau perbarengan (samenloop) 
Dalam hal pemberatan pidana dalam kedudukannya sebagai 
pegawai negeri sipil ini harus membuktikan unsur sebagai berikut : 
1. Pelaku haruslah pegawai negeri  
2. Melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya ; 
atau  
3. Memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang 
diperoleh karena jabatannya. 
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Kalau pengadilan hendak menjatuhkan pidana maksimum, maka 
pidana tertinggi dapat dijatuhkan ialah maksimum pidana delik itu 
ditambah dengan sepertiganya. 
Pasal 52 KUHP tidak dapat dibelakukan terhadap delik jabatan 
yang memasang khusus diatur dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 
347 KUHP atau pada undang –udang tindak pidana korupsi. 
Dapat dipandang residive (pengulangan) dan diperberat 
pidananya  apabila memenuhi unsur – unsur sebagai berikut : 
1. Terpidana harus menjalani pidana yang dijatuhkan oleh 
hakim kepadanya seluruhnya atau sebagian karena 
melakukan kejahatan. 
2. Belum lewat lima tahun setelah menjalani pidananya 
sebahagian atau seluruhnya  dan mengulangi melakukan 
kejahatan. 
Pada Kitab Undang – undang hukum pidana Bab V mengatur 
tentang gabungan perbuatan yang dapat dihukum dari Pasal 63 
hingga Pasal 71 KUHP. Dalam Pasal 65,Pasal 66 dan Pasal 70 KUHP 
bukanlah dasar yang dapat memperberat pidana, sekalipun di dalam 
pasal 65 ayat (2) dan 66 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa jumlah 
pidana ialah pidana yang tertinggi untuk salah satu perbuatan itu 
ditambah dengan sepertiganya. 
Sisitem kumulasi murni hanya diatur dalam Pasal 70 ayat (1) dan 
ayat (2) KUHP dalam hal terjadi gabungan (concurcus) kejahatan dan 
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pelanggaran, yaitu semua pidana bagi tiap –tiap pelanggaran dapat 
dijatuhkan tanpa dikurangi. Akan tetapi kalau terjadi gabungan 
pelanggaran – pelanggaran saja, maka jumlah kurungan untuk 
pelanggaran itu tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan serta 
jumlah pidana kurungan pengganti denda tidak boleh lebih dari 
delapan bulan. Maka jelaslah bahwa ketentuan pidana tentang 
concunsus merupakan dasar pengurangan atau peringanan pidana 
diindonesia. Terlebih – lebih kalau terjadi perbuatan lanjutan (Pasal 64 
KUHP) dan concurcus idealis (Pasal 63 ayat (1) KUHP), maka hakim 
hanya dapat menjatuhkan satu pidana saja, yaitu pidana yang terberat 
saja (Zainal Abidin,2007 428-438) 
2. Dasar peringanan pidana 
Menurut Jonkers (Zainal Abidin, 2007 : 439), bahwa sebagai dasar 
peringanan atau pengurangan pidana yang bersifat umum, antara lain : 
a. Percobaan untuk melakukan kejahatan (Pasal 53 KUHP) 
b. Pembantuan (Pasal 56 dan 57 KUHP) 
c. Belum cukup umur. 
Dalam hal percobaan (pooging) dalam menjadikan dasar 
peringanan pidana harus memenuhi syarat sebagai berikut : 
1. Telah ada maksud dari pembuat; 
2. Sudah nyata dalam memulai melaksanakan maksud; 
3. Karena suatu sebab diluar kehendak pembuat, maka 
maksud pembuat tidak dapat diselesaikan. 
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Pembuatan dalam hal ini menjadi alasan peringanan pidana 
berdasarkan Pasal 57 KUHP atas perbuatannya membantu 
melakukan kejahatan atau dengan sengaja memberi kesempatan, 
daya upaya atau  keterangan untuk melakukan kejahatan itu. 
Adapun dasar peringanan pidana yang bersifat khusus yang 
diatur dalam Buku Kedua KUHP, yaitu : 
a. Pasal 308 KUHP, menetapkan bahwa seorang ibu yang 
menaruh anaknya di suatu tempat supaya dipungut oleh 
orang lain tidak berapa lama setelah anak itu dilahirkan, 
oleh karena takut akan diketahui orang bahwa ia telah 
melahirkan anak atau dengan maksud akan terbebas 
dari pemeliharaan anaknya, meninggalkannya maka 
pidana maksimum yang terseut dalam pasal 305 dan 
306 KUHP dikurangi sehingga seperduanya. 
b. Pasal 341 KUHP mengancam pididana maksimum tujuh 
tahun penjara bagi seorang ibu yang menghilangkan 
nyawa anak ketika dilahirkan atau tidak lama setelah itu, 
karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan. 
Ketentuan ini dalam keadaanya memperingan pidana 
yang dipandang seseorang yang menghilangkan nyawa 
orang lain yaitu lima belas tahun penjara, karena 
keadaannya sebagai ibu. 
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c. Pasal 342 KUHP yang menyangkut pembunuhan bayi 
oleh ibunya yang direncanakan terlebih dahulu, diancam 
dengan pidana maksimum Sembilan tahun, sedangkan 
ancaman pidana maksimum bagi pembunuhan yang 
direncanakan terlebih dahulu ialah pidana mati, penjara 
seumur hidup atau pidana dua puluh tahun. 
3. Dasar peniadaan pidana 
Adapun terdapat dalam Kitab Undang – undang Hukum 
Pidana  alasan yang menghapuskan pidana ( Strafuitsluitings 
Gronden) yaitu :  
1. Pasal 44 KUHP tentang  Orang yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan perbuatannya. 
2. Pasal 48 KUHP tentang Daya paksa (Overmacht)  
3. Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tentang Pembelaan 
darurat dan pembelaan yang melampaui batas (Noodweer 
dan Noodweer exces) 
4. Pasal 50 KUHP tentang Melaksanakan perintah Undang- 
Undang 
5. Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) tentang Melaksankan 
Perintah jabatan. 
A. Orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. 
Dalam hal ini terdakwa tidak dapat dipertanggung jawab 
jawabkan atas perbuatannya karena : 
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1. Kurang sempurnya akalnya. Yang dimaksud dengan 
“akal” disini ialah kekuatan pikiran, daya pikiran 
kecerdasan pikiran. Orang yang dipandang kurang 
sempurna akalnya adalah orang idiot, imbicil, buta - tuli 
dan bisu sejak lahir. 
2. Sakit berubah akalnya, yang dapat masuk dalam 
pengertian ini misalnya : sakit gila, manie, hysterie, 
epilepsie dan macam macam penyakit jiwa lainnya . 
B. Daya paksa (over macht) 
Menurut Risalah Penjelasan Undang – Undang (M.v.T) daya 
paksa ialah tiap paksaan baik physik maupun psyhis yang 
sedemikian rupa yang tidak dapat ditahan sehingga oleh karenanya 
dilakukan perbuatan tersebut, yang bilamana paksaan itu tidak ada, 
tidaklah dilakukan perbuatan tersebut. 
 Daya paksa dalam Pasal 48 KUHP dibedakan sebagai 
berikut : 
a. Daya paksa mutlak (absoluter overmacht) 
b. Daya paksa relatif (relative overmacht) 
C. Pembelaan darurat (noodweer) 
Dalam kejadian pembelaan darurat ini orang terpaksa 
melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau 
ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum. Yang penting 
37 
ialah bahwa perbuatan yang dimaksud Pasal 49 ayat (1) KUHP, 
harus berupa pembelaan. 
Unsur – unsur pembelaan darurat adalah sebagai berikut : 
1. Harus ada ancaman atau serangan yang nyata : 
    a. Melawan hukum 
    b. serangan itu harus mengenai : 
  1. badan sendiri atau badan orang lain, 
  2. kehormatan kesusilaan, 
  3. harta benda sendiri atau orang lain.  
Adapun unsur – unsur dari pembelaan yang melampaui 
batas (noodweer axces) :  
1. Melapaui batas pembelaan yang perlu 
2. Pembelaan dilakukan seketika itu 
3. Diiringi karena “perasaan tergoncang” 
4. Ada hubungan kausal antara serangan yang dilakukan 
dengan timbulnya perasaan “perasaan tergoncang” 
Yang dimaksud dengan melampaui batas pembelaan yang 
perlu ialah bahwa tidak seimbang antara pembelaan yang diberikan 
dengan akibat yang timbul. Ha ini disebabkan antara lain alat yang 
dipergunakan untuk membela diri tidak seimbang dengan alat yang 
dipergunkan. 
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Mengenai perasaan “perasaan tergoncang” ini timbul 
disebabkan oleh tekanan jiwa yang sedemikian hebatnya akibat 
serangan itu. 
D. Menjalankan perintah undang – undang. 
Perbuatan menjalankan perintah undang- undang menurut 
Pasal 50 KUHP haruslah perbuatan yang menjalankan ketentuan 
undang – undang untuk kepentingan umum dan bukan kepentingan 
pribadi.  Menurut Pompe (Rusli Effendi,1978:49) bahwa 
perbuatan menjalankan ketentuan udang – undang ini hanyalah 
terbatas pada menjalankan suatu kewajiban saja dan tidak 
termasuk menjalankan kekuasaan. 
E. Melaksanakan perintah jabatan  
Melaksanakan perintah jabatn ada dua macam : 
1. Melaksanakan perintah jabatan yang dikeluarkan oleh 
suatu jabatan yang berkuasa (Pasal 51 ayat (1) KUHP), 
2. Dan suatu perintah dikeluarkan oleh suatu jabatan yang 
tidak berkuasa (Pasal 51 ayat (2) KUHP) 
Yang dimaksud dengn perintah yang dikeluarkan oleh suatu 
jabatan yang berkuasa adalah bahwa ada hubungn antara yang 
diperintah dengan yang memerintah berdasarkan hukum publik. 
Yang diperintah dan yang memerintah tidak perlu ada 
hubungan secara hierarki bawahan, juga tidak perlu berstatus 
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pegawai negeri, tetapi cukup hubungan tersebut berdasarkan pada 
hubungan hukum publik. 
Menurut Hazenwinkel Suringa (Rusli Effendi,1978 :50a) 
bahwa tidak setiap perintah jabatan membenarkan perbuatan yang 
dilakukan, hal ini tergantung dari cara pemerintah itu dilakukan atau 
alat – alat yang dipakai untuk melakukan perntah tersebut. 
Dalam hal menjalankan perintah yang tidak sah sebagai 
alasan pemaaf haruslah sipembuat sama seklai tidak mengetahui 
bahwa perintah yang diberi kepadanya adalah tidak sah dan 
dengan itikat baik seta dalam batas tertentu sebagai bawahan yang 
terikat secara hierarki. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
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A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah suatu temat atau wilayah dimana peneliti 
tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan judul “ Tinjauan Yuridis 
Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Surat palsu dan yang 
Dipalsukan (studi kasus putusan No. 1155/Pid.B/2014/PN.Mks)”, maka 
penulis haruslah meneliti di Makassar , tepatnya di Pengadilan Negeri 
sebagai istansi yang relevan untuk memperoleh data dan melakukan 
penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti oleh penulis. 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari wawancara 
langsung, dalam hal ini berupa data yang terhimpun dari pihak 
yang terkait. 
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh oleh dari kajian 
pustka, berupa buku – buku, peraturan perundang – undangan, 
seta literatur lainnya. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
1. Penelitian pustaka (Library research) 
Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari 
landasan teori dengan mempelajari buku buku, karya ilmiah, artikel 
serta sumber bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan 
permasalahan yang diteliti. 
2. Penelitian lapangan (Field Research) 
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Penelitian ini dilakukan langsung dilokasi penelitian dengan 
melakukan wawancara untuk menumpulkan data primer pada 
instansi atau pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. 
D. Analisis Data 
Penulis dalam menganalisis data yang diperoleh dari hasil 
penelitian menggunakan teknik analisa data pendekatan kualitatif, 
yaitu merupakan tatacara penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif, yaitu yang dinyatakan oleh pihak yang terkait secara 
tertulis atau lisan dan pelaku nyata, yang diteliti dan dipelajari 
adalah objek penelitian yang utuh, sepanjang hal itu merupakan 
suata yang nyata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Pengertian Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat Menurut 
Hukum Pidana. 
Bahwa sekalipun dalam Putusan 
No.1155/Pid.B/2014/PN.Mks dinyatakan bahwa yang terbukti adalah 
tindak pidana menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP tetapi oleh 
karena dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pertama 
didakwakan adalah tindak pidana Membuat surat palsu atau 
memalsukan surat maka penulis terlebih dahulu membahas tindak 
pidana ini. 
Dalam KUHP tidak terdapat tafsiran otentik mengenai 
pengertian surat oleh karena itu diperlukan penjelasan doktrinal 
tentang definisi “surat”. Menurut Asser-Anema : (Andi Hamza 
:1993;326) menyatakan bahwa surat – surat ialah segala sesuatu 
yang mengandung tanda – tanda baca yang dapat dimengerti, 
dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran. Selain itu R.Soesilo 
mengemukakan bahwa yang diartikan surat dalam BAB XII KUHP 
yang mengatur tentang kejahatan memalsukan surat – surat termasuk 
didalamnya Pasal 263 ayat (1) KUHP ialah segala surat baik yang 
ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin ketik 
dan lain – lainnya, lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa membuat 
surat palsu sama dengan membuat yang isinya bukan yang 
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semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa, 
sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar sedangkan 
memalsu surat sama dengan mengubah surat sedemikian rupa 
sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu 
menjadi lain dari pada yang asli.  
Adapun menurut Prof. Satochid Kartanegara 
(Lamintang,1991:12) perbedaan antara membuat secara palsu 
dengan memalsukan itu ialah bahwa : 
a. Pada perbuatan membuat secara palsu itu pada 
mulanya tidak terdapat sepucuk surat apapun, akan 
tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat yang isinya 
bertentangan dengan kebenaran. 
b. Pada perbuatan memalsukan itu sejak mula memang 
sudah terdapat sepucuk surat, yang isinya kemudian 
telah dirubah dengan cara yang demikian rupa, 
sehingga menjadikan bertentangan dengan kebenaran. 
Jika menurut pendapat Prof. Satochid Kartanegara diatas 
bahwa membuat secara palsu itu hanya dapat dilakukan mengenai isi 
sepucuk surat, maka menurut Prof.Simons (Lamintang,1991;12) 
perbuatan tersebut bukan hanya dapat dilakukan mengenai isi 
sepucuk surat saja, melainkan juga mengenai tanda tangan yang 
dibubuhkan pada surat tersebut. 
Tentang hal itu Prof. Simons berpendapat bahwa perbuatan 
membuat secara palsu itu dapat berkenaan dengan perbuatan baik 
mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, sehingga 
sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang 
berkenaan dengan tanda tangannya saja atau yang berkenaan 
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dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah – olah berasal dari 
orang yang namanya tertulis di bawah surat tersebut. 
Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, 
yang dimaksud dengan surat palsu Pasal 263 KUHP adalah 
“surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran”, baik 
mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, hingga 
sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian 
yang berkenaan dengan tanda tangannya saja atau yang 
berkenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-
olah berasal dari orang yang hanya tertulis di bawah surat 
tersebut. (Putusan Mahkamah Agung No.2050 K/Pid/2009”. 
 
Perbuatan sepucuk surat secara pelsu itu juga dapat 
dilakukan oleh seseorang yang mengisi sebuah pernyataan, baik 
keterangan atau suatu tulisan mengenaisejumlah uang baik dengan 
angka maupun dengan huruf dalam suatu formulir yang telah ditanda 
tangani oleh orang lain, adapun yang di dalam doktrinjuga dikenal 
dengan sebutan blank-seing yang secara bertentangan atau 
menyimpang dari kemauan orang yang menandatangani formulir 
tersebut ataupun secara bertentangan dengan kebenaran. 
Tentang perbuatan seseorang mengisi suatu formulir yang 
telah ditanda tangani oleh orang lain dengan pernyataan, keterangan 
atau dengan sejumlah uang yang sifatnya bertentangan 
dengankebenaran atau bertentangan atau menyimpang dari kemauan 
orang yang telah menandatangani formulir tersebut dapat dipandang 
sebagai suatu perbuatan pemalsuan surat. 
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Perbuatan seseorang yang mengisi suatu formulir yang 
kemudian ternyata sesuai dengan kebenaran yang timbul satu tahun 
kemudian, akan tetapi tidak sesuai dengan kenyataan yang 
sebenarnya pada waktu formulir tersebut ditandatangani. 
Menurut HOGE RAAD (Lamintang,1991;15) di dalam 
arrestnya tanggal 29 Maret 1943, NJ 1943 No.371, perbuatan seperti 
yang dimaksudkan diatas merupakan perbuatan membuat sepucuk 
surat secara palsu seperti yang dimaksud di dalam ketentuan pidana 
yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1)   KUHP. 
Di dalam arrestnya tersebut diatas, HOGE RAAD antara lain 
telah memutuskan bahwa : 
“De vraag of een geschrift vals is opgemaakt, is te eoordelen 
naar het tijdstip van het opmaken. Als de inhoud toen onwaar 
is, is het niet van belang dat de inhoud overeenkomt met de 
toestand, die enkele uren later bestond” 
Artinya : Mengenai permasalahan apakah suatusurat itu 
telah dibuat secara palsu atau tidak, keadaannya harus 
dinilai menurut keadaan pada waktu surat tersebut dibuat. 
Jika pada waktu itu isinya tidaklah benar, maka tidak menjadi 
soal apakah isi surat tersebut kemudian ternyata sesuai 
dengan keadaan yang timbul pada beberapa jam kemudian. 
Seperti yang telah dikemukakan diatas, bahwa surat itu telah 
dipalsukan secara intelektual, jika sejak awalnya yang diterangkan 
atau dinyatakan di dalam surat tersebut ternyata tidak benar ataupun 
jika orang yang membuat keterangan atau setidak tidaknya mengerti 
bahwa yang diterangkan atau dinyatakan di dalam surat itu tidaklah 
sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.  
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Menurut HOGE RAAD tanggal 15 juni 1931, NJ 1932 
(Lamintang,1991:16) 
“sepucuk surat itu telah dibuat secara palsu jika dapat 
menimbulkan kesan seolah – olah surat tersebut telah dibuat 
oleh orang yang tanda tangannya tertera dibawah surat yang 
bersangkutan, terutama jika surat tersebut telah ditanda 
tangani dengan suatu tanda tangan orang yang sebenarnya 
tidak ada” 
Dalam arrestnya yang lain, HOGE RAAD tanggal 14 april 
1913, NJ1913 (lamintang, 1991:16)  
“telah memandang perbuatan membubuhkan tanda tangan 
orang lain pada sepucuk surat itu sebagai suatu perbuatan 
membuat surat tersebut secara palsu, walaupun 
pembubuhan tanda tangan orang lain itu dilakukan dengan 
seizin orang yang mempunyai tanda tangan tersebut” 
Tentang bilamana sepucuk surat itu harus dipandang surat 
yang palsu, HOGE RAAD di dalam arrestnya tanggal 18 Maret 1940 
NJ 1940 No. 780 (lamintang, 1991:16) antara lain telah memutuskan 
bahwa : 
“Een geschrift is vals, al seen intregerend deel ervan vals is” 
“Artinya : Sepucuk surat adalah palsu, jika sebagian yang 
tidak terpisahkan dari surat tersebut ternyata palsu” 
 
Perbuatan seseorang yang dapat dipersalahkan membuat 
surat palsu atau memalsukan surat dalam Pasal 263 ayat (1) 
diisyaratkan harus ada maksud untuk memakai atau menyuruh 
memakai orang lain untuk memakai surat itu seolah –olah asli dan 
tidak palsu dan penggunaan surat itu dapat mendatangkan kerugian. 
Meskipun perbuatan penggunaan surat palsu tidak diperlukan untuk 
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kejahatan pemalsuan surat itu, tetapi dengan sendirinya dapat 
menimbulkan kejahatan kedua. Jadi sama sekali tidak dipersoalkan, 
penggunaanmana yang dikehendaki oleh pelaku tetapi perbuatan 
penggunaan itu disyaratkan oleh Undang - undang , bahwa 
penggunaan yang  dikehendaki oleh pelaku dapat menimbulkan 
kerugian dan hal ini dikuatkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana 
dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 15 - 5 - 1975 No.88 
K/Kr/1974 yang membuat kaidah hukum segai berikut : 
“karena Pasal 263 KUHP merumuskan “dapat 
mendatangkan kerugian pada orang lain” maka kerugian 
tidak perlu nyata – nyata ada” 
 
Jika kita mengkaji Pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut maka 
dapat dipahami bahwa tidak semua surat menjadi objek kejahatan 
karena ditegaskan mengenai surat yang menjadi objek kejahatan 
menurut Undang – Undang menyebut surat yang dapat menimbulkan 
2 (dua) jenis akibat hukum,yaitu : 
1. Surat yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu 
perjanjian (kewajiban), menerbitkan suatu pembebasan 
hutang  
2. Surat yang boleh digunakan sebagai keterangan bagi 
sesuatu perbuatan. 
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A. Surat yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu 
perjanjian (kewajiban), menerbitkan suatu 
pembebasan hutang. 
Surat tidak dapat menimbulkan sesuatu hak, tetapi 
hak timbuk karena perjanjian yang telah diletakkan 
didalam surat atau yang dibuktikan dengan sesuatu surat. 
Sebenarnya akibat hukum itu harus lebih dulu 
dihubungkan dengan tindakan hukum dari pada langsung 
dihubungkan dengan surat. Istilah – istilah hak, 
perikatan/perjanjian dan pembahasan merupakan istilah 
– istilah hukum yang mempunyai pengertian yang lebih 
luas yang terdapat dalam kehidupan sehari – hari. Tetapi 
ada suatu jenis surat yang langsung menimbulkan hak itu 
surat – surat formil, seperti wasel, cek, giro-bilyet. Setiap 
pemberitahuan atau pernyataan tidak benar secara 
tertulis tidak dapat dianggap sebagai pemalsuan surat. 
Hanya pemberitahuan atau pernyataan yang dapat 
menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki untuk 
dimanfaatkan oleh pelaku, merupakan perbuatan yang 
dapat dihukum, apabila karenanya dapat menimbulkan 
kerugian. Dapat disyaratkan juga, bahwa setiap orang 
yang normal akan mempercayainya dan akan dan akan 
terperdaya karenanya. Jenis beberapa surat itu adalah 
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surat – surat perjanjian jual – beli, surat – surat pinjam 
uang, surat – surat pemborongan kerja, surat – surat 
sewa - menyewa. Kesemuanya ini merupakan surat – 
surat yang menimbulkan akibat hukum yaitu timbulnya 
hak dan kewajiban, surat – surat mana dapat 
menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan 
atas hutang. 
B. Surat yang boleh digunakan sebagai keterangan bagi 
sesuatu perbuatan. 
Surat itu harus mempunyai sifat dipergunakan sebagai 
pembuktian atas sesuatu peristiwa. Terhadap sifat ini 
diadakan pembataasan, yaitu berdasarkan sifatnya harus 
memiliki kekuatan pembuktian. Ketentuan diperuntukkan 
guna pembuktian harus menimbulkan akibat kekuatan 
pembuktian, akibat – kekuatan pembuktian yang harus 
didasarkan atas sesuatu kekuasaan/kewenangan yang 
dapat memberikan kekuatan pembuktian pada bebrapa 
jenis surat tertentu. Dalam hal ini tidak terbatas hanya 
pada kekuatan pembuktian dimuka hakim, tetapi juga 
kekuatan pembuktian berdasarkan peraturan administratif 
diantara kedinasan didalam lingkungan pemerintah. 
Dalam hal ini tidak termasuk orang – orang yang secara 
pribadi memiliki kewenangan untuk membuat sesuatu 
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surat diperuntukkan bagi pembuktian atas sesuatu 
perbuatan, pembuatan surat yang dapat dihukum. Tetapi 
sebaliknya dapat ditafsirkan juga, bahwa sebagai 
pengertian berdasarkan undang – undang dari surat 
diperuntukkan bagi pembuktian atas sesuatu perbuatan 
dapat diterima suatu surat yang menurut sifatnnya 
diperuntukkan guna tanda bukti. Surat demikian tidak 
dapat ditentukan oleh setiap orang yang menyusunnya 
atau menggunakannya.   
Lebih lanjut apabila surat ini dikaitkan sebagai alat bukti dalam 
perkara pidana maka dapat dikemukakan bahwa satu – satunya 
pasal yang mengatur alat bukti surat ini adalah Pasal 187 KUHAP 
yang terdiri dari beberapa ayat sebagai berikut : 
a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat 
oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat 
dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian 
atau kadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya 
sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas 
tentang keterangan itu. 
b. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang – 
undangan atau surat yang buat oleh pejabat mengenai hal 
yang termasuk dalam tatalaksana yang menjadi tanggung 
jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu 
hal atau suatu keadaan. 
c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat 
berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau 
keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. 
d. Surat lain yang dapat berlaku jika ada hubungannya 
dengan isi dan alat pembuktian yang lain.  
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B. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana 
Penggunaan Surat Palsu atau Yang Dipalsukan pada Putusan 
Nomor : 1155/Pid.B/2014/PN.Mks. 
Sebelum penulis menguraikan mengenai penerapan hukum 
pidana materiil dalam kasus Putusan No.1155/Pid.B/2014/PN.Mks, 
maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi kasus dan penjatuhan 
Putusan oleh Majelis Hakim dengan melihat acara pemeriksaan 
biasa pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan 
mengadili perkara ini. 
 
1. Posisi Kasus 
Terdakwa …………….. alias … berdasarkan Surat 
Keputusan Direktur No.020/TP-INT-ADM/SKD/VI/2013 tanggal 20 
juni 2013 adalah staf keuangan PT.Tekindo Property terhitung 
sejak tanggal 20 juni 2013, adapun terdakwa dalam kedudukannya 
tersebut memiliki tugas keseharian di PT. Tekindo Property yang 
diantaranya adalah sebagai berikut : mengimput laporan keuangan 
yang masuk dan keluar, membuat laporan mingguan keuangan, 
membuat perencanaan keuangan, realisasi keuangan, membuat 
data pelanggan yang sudah dan yang belum melakukan 
pembayaran tagihan, menghubungi pelanggan yang menunggak 
pembayaran, menyetor pembayaran pelanggan ke Bank dan 
melakukan penarikan dana untuk operasional kantor apabila kasir 
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tidak ada. Pada saat bulan Juni sampai dengan bulan Desember 
tahun 2013, saat petugas kasir tidak ada karena sakit maupun 
halangan lain sehingga tidak dapat masuk kerja, maka terdakwa 
menggantikan tugas kasir tersebut, dimana salah satu tugas kasir 
adalah mengajukan permintaan pembayaran terhadap kegiatan 
operasional kantor yang dimaksud diatas dengan cara melakukan 
pembayaran dengan menerbitkan Cek Tunai yang berisi nilai 
nominal uang yang akan dibayarkan untuk kegiatan – kegiatan 
tertentu, adapun mekanisme pengajuan pembayaran melalui 
penerbitan Cek tunai tersebut adalah kasir  melakukan permintaan 
pembayaran yang terlebih dahulu diketahui ataupun dilakukan 
pemeriksaan oleh Meneger Perusahaan dan setelah itu dilanjutkan 
dengan permintaan penandatanganan cek tunai tersebut oleh 
pimpinan perusahaan, setelah itu membawa cek tunai yang 
dimaksud ke bank yang bersangkutan untuk dilakukan pencairan 
cek dari rekening yang ditujukan oleh cek yang dimaksud. 
 Bedasarkan audit internal yang dilakukan oleh perusahaan 
pada sekitar tanggal 18 dan 19 september 2013, terdapat cek tunai 
sebanyak 30 (tiga puluh) lembar atau setidak – tidaknya sekitar 
jumlah itu dengan total pencairan sebesar Rp.486.431.618 (empat 
ratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu 
enam ratus delapan belas rupiah) yang dicairkan oleh terdakwa, 
cek mana tidak tercatat pada system administrasi perusahaan, 
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selain dari pada itu diketahui pula bahwa terdapat cek yang 
dimaksud, saksi IR.A.ZUBHAN S.E selaku pimpinan perusahaan 
tidak pernah melakukan penandatanganan cek, dimana hal 
tersebut didukung dengan adanya hasil tersebut adalah tanda 
tangan yang berbeda (non Identik) dengan tanda tangan milik saksi 
IR. A.ZUBHAN S.E, adapun sehingga terdakwa dapat mencairan 
cek tunai tersebut dengan cara terdakwa mengambil buku cek tunai 
lalu menuliskan nominal uang, tanggal jatuh tempo, serta bertanda 
tangan di atas cek tunai tersebut. Setelah terdakwa membawa cek 
tunai tersebut untuk dilakukan pencairan senilai jumlah 
sebagaimana telah disebut diatas sehingga hal tersebut dapat 
menimbulkan kerugian keuangan perusahaan PT. TEKINDO 
PROPERTY senilai Rp.486.431.618   (empat ratus delapan puluh 
enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan 
belas rupiah) yang seharusnya perusahaan tidak mengeluarkan 
uang sebesar tersebut diatas apabila terdakwa tidak melakukan 
serangkaian perbuatannya sebagaimana tersebut. 
2. Dakwaan Penuntut Umum. 
Surat dakwaan adalah suatu surat tau akte (acte van 
verwizing)yang memuat uraian perbuatan atau fakta – fakta yang 
terjadi, uraian yang akan menggambarkan atau menjelaskan unsur 
– unsur yuridis dari pasal –pasal tindak pidana yang dilanggar. 
Surat dakwaan ada 5 jenis, yaitu surat dakwaan tunggal, 
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alternatif,subsidair,komulatif dan kombinasi. Adapun surat dakwaan 
yang diajukan Penuntut Umum dalam kasus ini yaitu surat dakwaan 
yang disusun dalam bentuk surat dakwaan alternatif. Surat 
dakwaan alternatif adalah jenis surat dakwaan yang disusun atas 
beberapa lapisan yang satu mengecualikan dakwaan pada lapisan 
yang lain. Dakwaan alternatif dipergunakan karena belum didapat 
kepastian tentang tindak pidana mana yang akan dapat dibuktikan. 
Lapisan dakwaan tersebut dimaksudkan sebagai “jaringan berlapis” 
guna mencegah lolosnya terdakwa dari dakwaan. 
Meskipun dakwaan berlapis, hanya satu dakwaan saja yang 
akan dibuktikan bila salah satu dakwaan telah terbukti, maka 
lapisan dakwaan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. 
  Surat dakwaan alternatif ini didakwakan kepada terdakwa 
pelaku tindak pidana penggunaan surat palsu atau yang dipalsukan 
……………..alias …. terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh 
terdakwa yang dibicarakan pada persidangan dihadapan Hakim 
Pengadilan Makassar sebagai berikut : 
DAKWAAN  : 
KESATU : 
---------- Bahwa ia terdakwa …………….. ALS. …, pada bulan Juli 
sampai dengan bulan September tahun 2013 atau setidak – tidaknya 
pada suatu waktu lain dalam rentang waktu ditahun 2013, bertempat 
di JL.Boulevard Ruko Topaz F 20 Kota Makassar tepatnya di Kantor 
PT. Tekindo Property atau di suatu tempat yang masih dalam daerah 
hukum Pengadilan Negeri Makassar untuk memeriksa dan mengadili 
perkaranya, membikin surat palsu atau memalsukan yang 
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menerbitkan suatu hak, suatu perutangan, atau yang dapat 
membebaskan daripada utang atau yang dapat menjadi bukti 
tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau 
menyuruh orang lain memakai surat itu seolah – olah surat itu 
asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian itu dapat 
mendatangkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara 
sebagai berikut :------ 
 
 Bahwa terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur 
No.020/TP-INT-ADM/SKD/VI/2013 tanggal 20 juni 2013 adalah 
staf keuangan PT.Tekindo Property terhitung sejak tanggal 20 juni 
2013, adapun terdakwa dalam kedudukannya tersebut memiliki 
tugas keseharian di PT. Tekindo Property yang diantaranya 
adalah sebagai berikut : mengimput laporan keuangan yang 
masuk dan keluar, membuat laporan mingguan keuangan, 
membuat perencanaan keuangan, realisasi keuangan, membuat 
data pelanggan yang sudah dan yang belum melakukan 
pembayaran tagihan, menghubungi pelanggan yang menunggak 
pembayaran, menyetor pembayaran pelanggan ke Bank dan 
melakukan penarikan dana untuk operasional kantor apabila kasir 
tidak ada. 
 Bahwa terdakwa di waktu – waktu dalam Juni sampai dengan 
bulan Desember tahun 2013, saat petugas kasir tidak ada karena 
sakit maupun halangan lain sehingga tidak dapat masuk kerja, 
maka terdakwa menggantikan tugas kasir tersebut, dimana salah 
satu tugas kasir adalah mengajukan permintaan pembayaran 
terhadap kegiatan operasional kantor yang dimaksud diatas 
dengan cara melakukan pembayaran dengan menerbitkan Cek 
Tunai yang berisi nilai nominal uang yang akan dibayarkan untuk 
kegiatan – kegiatan tertentu, adapun mekanisme pengajuan 
pembayaran melalui penerbitan Cek tunai tersebut adalah kasir 
(terdakwa) melakukan permintaan pembayaran yang terlebih 
dahulu diketahui ataupun dilakukan pemeriksaan oleh Meneger 
Perusahaan dan setelah itu dlanjutkan dengan permintaan 
penandatanganan cek tunai tersebut oleh pimpinan perusahaan, 
setelah itu membawa cek tuni yang dimaksud ke bank yang 
bersangkutan untuk dilakukan pencairan cek dari rekening yang 
ditujukan oleh cek yang dimaksud. 
 Bahwa terdakwa diketahui berdasarkan audit internal yang 
dilakukan oleh perusahaan pada sekitar tanggal 18 dan 19 
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september 2013, terdapat cek tunai sebanyak 30 (tiga puluh) 
lembar atau setidak – tidaknya sekitar jumlah itu dengan total 
pencaira cek yaitu sebesar Rp.486.431.618,- (empat ratus 
delapan puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam 
ratus delapan belas rupiah ) yang telah dicairkan oleh terdakwa, 
cek mana tidak tercatat pada system administrasi perusahaan. 
 Adapun sehingga terdakwa dapat mencairkan cek tunai tersebut 
adalah dengan cara terdakwa mengambil buku cek tunai lalu 
menuliskan nilai nominal uang, tanggal jatuh tempo, serta 
bertanda tangan diatas cek tunaitersebut, tanda tangan mana 
adalah tanda tangan yang seolah – olah adalah tanda tangan asli 
milik saksi IR.A. ZUBHAN S.E sebagai atasan terdakwa di 
PT.Tekindo Property padahal tanda tangan saksi tersebut adalah 
bukan tanda tangan saksi IR.A.ZUBHAN S.E sebagaimana 
tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium 
Kriminalistik No.Lab.713/ DTF/IV/2014 tanggal 28 April 2014 yang 
dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa tanda tangan yang 
terdapat pada cek tunai tersebut adalah tanda tangan yang 
berbeda (Non Indentik) dengan tanda tangan milik saksi 
IR.A.ZUBHAN S.E 
 Bahwa setelah itu, maka terdakwa membawa cek tunai tersebut 
untuk dilakukan pencairan senilai jumlah sebagaimana telah 
tersebut diatas sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kerugian 
kueangan perusahaan PT. Tekindo Property Senilai   
Rp.486.431.618,- (empat ratus delapan puluh enam juta empat 
ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah ) atau 
setidak – tidaknya sekitar jumlah itu kerugian mana diakibatkan 
oleh karena seharusnya perusahaan tidak mengeluarkan uang 
sebesar tersebut diatas apabila terdakwa tidak melakukan 
serangkaian perbuatannya sebagaimana tersebut. 
 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. 
 
---------------------------------------ATAU----------------------------------------- 
 
KEDUA : 
---------- Bahwa ia terdakwa …………….. ALS. …, pada bulan Juli 
sampai dengan bulan September tahun 2013 atau setidak – tidaknya 
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pada suatu waktu lain dalam rentang waktu ditahun 2013, bertempat 
di JL.Boulevard Ruko Topaz F 20 Kota Makassar tepatnya di Kantor 
PT. Tekindo Property atau di suatu tempat yang masih dalam daerah 
hukum Pengadilan Negeri Makassar untuk memeriksa dan mengadili 
perkaranya, dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang 
dipalsukan, seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau 
pemakaiannya surat itu dapat mendatangkan kerugian, yang 
dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :------ 
 
 Bahwa terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur 
No.020/TP-INT-ADM/SKD/VI/2013 tanggal 20 juni 2013 adalah 
staf keuangan PT.Tekindo Property terhitung sejak tanggal 20 juni 
2013, adapun terdakwa dalam kedudukannya tersebut memiliki 
tugas keseharian di PT. Tekindo Property yang diantaranya 
adalah sebagai berikut : mengimput laporan keuangan yang 
masuk dan keluar, membuat laporan mingguan keuangan, 
membuat perencanaan keuangan, realisasi keuangan, membuat 
data pelanggan yang sudah dan yang belum melakukan 
pembayaran tagihan, menghubungi pelanggan yang menunggak 
pembayaran, menyetor pembayaran pelanggan ke Bank dan 
melakukan penarikan dana untuk operasional kantor apabila kasir 
tidak ada. 
 Bahwa terdakwa di waktu – waktu dalam Juni sampai dengan 
bulan Desember tahun 2013, saat petugas kasir tidak ada karena 
sakit maupun halangan lain sehingga tidak dapat masuk kerja, 
maka terdakwa menggantikan tugas kasir tersebut, dimana salah 
satu tugas kasir adalah mengajukan permintaan pembayaran 
terhadap kegiatan operasional kantor yang dimaksud diatas 
dengan cara melakukan pembayaran dengan menerbitkan Cek 
Tunai yang berisi nilai nominal uang yang akan dibayarkan untuk 
kegiatan – kegiatan tertentu, adapun mekanisme pengajuan 
pembayaran melalui penerbitan Cek tunai tersebut adalah kasir 
(terdakwa) melakukan permintaan pembayaran yang terlebih 
dahulu diketahui ataupun dilakukan pemeriksaan oleh Meneger 
Perusahaan dan setelah itu dlanjutkan dengan permintaan 
penandatanganan cek tunai tersebut oleh pimpinan perusahaan, 
setelah itu membawa cek tuni yang dimaksud ke bank yang 
bersangkutan untuk dilakukan pencairan cek dari rekening yang 
ditujukan oleh cek yang dimaksud. 
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 Bahwa terdakwa diketahui berdasarkan audit internal yang 
dilakukan oleh perusahaan pada sekitar tanggl 18 dan 19 
September 2013, terdapat cek tunai sebanyak 30 (tiga puluh) 
lembar atau seidak – tidaknya sekitar jumlah itu dengan total 
pencairan cek yaitu sebesar Rp.486.431.618,- (empat ratus 
delapan puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam 
ratus delapan belas rupiah ) yang telah dicairkan oleh terdakwa, 
cek mana tidak tercatat pada system administrasi perusahaan, 
selain daripada itu diketahui pula bahwa terdapat cek yang 
dimaksud, Saksi IR.A ZUBHAN S.E selaku pimpinan perusahaan 
tidak pernah melakukan penandatangan cek, dimana hal tersebut 
didukung dengan adanya hasil pemeriksaan Laboratorium 
Kriminalistik No.Lab.713/ DTF/IV/2014 tanggal 28 April 2014 yang 
dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa tanda tangan yang 
terdapat pada cek tunai tersebut adalah tanda tangan yang 
berbeda (Non Indentik) dengan tanda tangan milik saksi 
IR.A.ZUBHAN S.E 
 Adapun terdakwa setelah melakukan pencairan cek sebagaimana 
tersebut diatas, telah menggunakan uang yang sejatinya adalah 
uang milik perusahaan untuk membiayai kepentingan terdakwa 
yang tidak ada kaitannya dengan operasional perusahaan 
sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kerugian keuangn  
perusahaan PT.Tekindo property senilai Rp. 486.431.618,- (empat 
ratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu 
enam ratus delapan belas rupiah) atau setidak –tidaknya sekitar 
jumlah itu kerugian mana diakibatkan oleh karena seharusnnya 
perusahaan tidak mengeluarkan uang sebesar tersebut diatas 
apabila terdakwa tidak melakukan serangkaian perbuatannya 
sebagaimana tersebut. 
 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diamcam pidana 
dalam Pasal 263  (2) KUHP. 
---------------------------------------ATAU----------------------------------------- 
KETIGA : 
---------- Bahwa ia terdakwa …………….. ALS. …., pada bulan Juli 
sampai dengan bulan September tahun 2013 atau setidak – tidaknya 
pada suatu waktu lain dalam rentang waktu ditahun 2013, bertempat 
di JL.Boulevard Ruko Topaz F 20 Kota Makassar tepatnya di Kantor 
PT. Tekindo Property atau di suatu tempat yang masih dalam daerah 
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hukum Pengadilan Negeri Makassar untuk memeriksa dan mengadili 
perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki 
barang, yang sama sekali atau sebagiannya milik orang lain, dan 
yang ada padanya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang 
yang memegang barang itu karena jabatannya atau karena 
mendapat upah uang yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai 
berikut :----------------------------------------------------------------------- 
 
 Bahwa terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur 
No.020/TP-INT-ADM/SKD/VI/2013 tanggal 20 juni 2013 adalah 
staf keuangan PT.Tekindo Property terhitung sejak tanggal 20 juni 
2013, adapun terdakwa dalam kedudukannya tersebut memiliki 
tugas keseharian di PT. Tekindo Property yang diantaranya 
adalah sebagai berikut : mengimput laporan keuangan yang 
masuk dan keluar, membuat laporan mingguan keuangan, 
membuat perencanaan keuangan, realisasi keuangan, membuat 
data pelanggan yang sudah dan yang belum melakukan 
pembayaran tagihan, menghubungi pelanggan yang menunggak 
pembayaran, menyetor pembayaran pelanggan ke Bank dan 
melakukan penarikan dana untuk operasional kantor apabila kasir 
tidak ada. 
 Bahwa terdakwa di waktu – waktu dalam Juni sampai dengan 
bulan Desember tahun 2013, saat petugas kasir tidak ada karena 
sakit maupun halangan lain sehingga tidak dapat masuk kerja, 
maka terdakwa menggantikan tugas kasir tersebut, dimana salah 
satu tugas kasir adalah mengajukan permintaan pembayaran 
terhadap kegiatan operasional kantor yang dimaksud diatas 
dengan cara melakukan pembayaran dengan menerbitkan Cek 
Tunai yang berisi nilai nominal uang yang akan dibayarkan untuk 
kegiatan – kegiatan tertentu, adapun mekanisme pengajuan 
pembayaran melalui penerbitan Cek tunai tersebut adalah kasir 
(terdakwa) melakukan permintaan pembayaran yang terlebih 
dahulu diketahui ataupun dilakukan pemeriksaan oleh Meneger 
Perusahaan dan setelah itu dlanjutkan dengan permintaan 
penandatanganan cek tunai tersebut oleh pimpinan perusahaan, 
setelah itu membawa cek tuni yang dimaksud ke bank yang 
bersangkutan untuk dilakukan pencairan cek dari rekening yang 
ditujukan oleh cek yang dimaksud. 
 Bahwa terdakwa diketahui berdasarkan audit internal 
yang dilakukan oleh perusahaan pada sekitar tanggl 18 dan 19 
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September 2013, terdapat cek tunai sebanyak 30 (tiga puluh) 
lembar atau seidak – tidaknya sekitar jumlah itu dengan total 
pencairan cek yaitu sebesar Rp.486.431.618,- (empat ratus 
delapan puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam 
ratus delapan belas rupiah ) yang telah dicairkan oleh terdakwa 
uang mana dipergunakan oleh terdakwa untuk membiayai 
kepentingan terdakwa sendiri, kepentingan mana tidak ada 
kaitannya dengan operasional perusahaan sehingga hal tersebut 
dapat menimbulkan kerugian keuangan perusahaan PT.Tekindo 
senilai Rp. 486.431.618,- (empat ratus delapan puluh enam juta 
empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah ) 
atau setidak – tidaknya sekitar jumlah itu kerugian mana 
diakibatkan oleh karena seharusnya perusahaan tidak 
mengeluarkan uang sebesar tersebut diatas apabila terdakwa tidak 
melakukan serangkaian perbuatannya sebagaimana tersebut. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 374 KUHP. 
 
 Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam proses 
persidangan, baik dari keterdangan saksi – saksi maupun dari terdakwa 
sendiri serta beberapa barang bukti, maka sampailah kepada pembuktian 
mengenai unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena 
dakwaan berbentuk alternatif maka akan langsung dibuktikan dakwaan 
yang paling kami anggap terbukti yakni dakwaan Kedua  yaitu Pasal 263 
ayat (2) KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut : 
1. Barang siapa; 
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang 
dipalsukan seolah – olah surat itu asli dan tidak dipalsukan; 
3. Kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian. 
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Ad.1 Unsur setiap orang. 
 
Bahwa yang dimaksud dengan”setiap orang” adalah 
subyek hukum yang cakap, dapat melakukan perbuatan atau 
tindakan hukum sehingga perbuatan tersebut dapat 
dipertanggungjawabkan di depan hukum. 
Bahwa ia terdakwa …………….. ALS…. sejak proses 
penyiikan, penuntutan dan hingga pemeriksaan dalam persidangan 
telah mampu mengikuti tahapan pemeriksaan serta menjawab 
pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga 
perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan 
dideppan hukum. 
Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “ setiap 
orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
 
Ad.2 Unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau surat 
yang dipalsukan seolah – olah surat itu asli dan tidak 
dipalsukan. 
 
 Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui 
atau menginsyafi akan adanya akibat dari suatu perbuatan, bahwa 
sebelum kami membuktikan unsur memakai surat palsu atau surat 
yang dipalsukan seolah – olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, 
maka lebih dahulu kami membuktikan bahwa terdapat surat palsu 
yang diajukan dalam perkara ini, adapun surat palsu itu adalah 
berupa : 
1. 30 (tiga puluh) lembar cek tunai yang terdiri dari 18 (delapan 
belas) lembar cek tunai Bank BNI dan 12 (dua belas) lembar 
cek tunai BRI. 
Bahwa adapun alasan kami jaksa penuntut umum berkesimpulan 
bahwa surat tersebut adalah palsu, disebabkan oleh hal – hal 
sebagai berikut : 
1. Seluruh 30 (tiga puluh) lembar cek tunai yang terdiri dari 18 
(delapan belas) lembar cek tunai Bank BNI dan 12 (dua belas) 
lembar cek tunai BRI terdapat tanda tangan seseorang yang 
bernama IR.A.ZUBHAN S.E selaku pimpinan perusahaan 
PT.TEKINDO PROPERTY selaku pemilik dari Nomer Rekening 
yang dituju oleh seluruh cek tunai tersebut baik nomor rekening 
yang terdapat di Bank BNI maupun yang terdapat di Bank BRI, 
adapun tanda tangan tersebut adalah sebagai syarat dapat 
dicairkannya cek tunai dengan sejumlah uang dengan nominal 
yang terdapat di dalam Cek tunai yang dimaksud dengan total 
sejumlah Rp. 486.431.618,- (empat ratus delapan puluh enam 
62 
juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan belas 
rupiah ). 
2. Bahwa terdapat Seluruh 30 (tiga puluh) lembar cek tunai yang 
terdiri dari 18 (delapan belas) lembar cek tunai Bank BNI dan 12 
(dua belas) lembar cek tunai Bank BRI, ternyata tidak tercatat 
pada system administrasi perusahaan yang seharusnya 
setiap pengeluaran cek tunai harus tercatat di system 
administrasi perusahaan untuk kepentingan laporan keuangan 
perusahaan PT. Tekindo Property, selain daripada itu diketahui 
pula bahwa terhadap cek yang dimaksud, saksi IR.A ZUBHAN 
S.E selakupimpinan perusahaan tidak pernah melakukan 
penandatanganan cek, dimana hal tersebut didukung dengan 
adanya hasil pmeriksaan Laboratorium Kiminalistik POLRI 
NO.Lab. 713/DTF/IV/2014 tanggal 28 April 2014 yang dari hasil 
pemeriksaan disimpulkan bahwa tanda tangan yang terdapat 
pada cek tunai tersebut adalah tanda tangan yang berbeda 
(non identik) dengan tanda tangan milik saksi IR.A ZUBHAN 
S.E. 
Bahwa dengan demikian telah dapat kami  buktikan perihal 
“surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah –olah surat itu 
asli dan tidak dipalsukan” 
  
 Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan 
keterangan terdakwa di depan persidangan serta didukung 
dengan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) lembar cek tunai 
terdapat fakta hukum sebagai berikut : 
1. Seluruh 30 (tiga puluh) lembar cek tunai yang terdiri dari 18 
(delapan belas) lembar cek tunai Bank BNI dan 12 (dua 
belas) lembar cek tunai Bank BRI terdapat tanda tangan 
seseorang yang bernama IR.A ZUBHAN S.E selaku 
pimpinan perusahaan PT.TEKINDO PRPERTY selaku 
pemilik dari Nomor Rekening yang dituju oleh seluruh Cek 
tunai tersebut baik Nomoer Rekening yang terdapat di Bank 
BNI maupun yang terdapat di Bank BRI, adapun tanda 
tangan tangan tersebut adalah sebagai syarat dapat 
dicairkannya cek tunai dengan sejumlah uang dengan 
nominal yang terdapat di dalam Cek tunai ya dimaksud 
dengan total sejumlah Rp.486.431.618,- (empat ratus 
delapan puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu 
enam ratus delapan belas rupiah ) 
2. Bahwa terdapat Seluruh 30 (tiga puluh) lembar cek tunai 
yang terdiri dari 18 (delapan belas) lembar cek tunai Bank 
BNI dan 12 (dua belas) lembar cek tunai Bank BRI, ternyata 
tidak tercatat pada system administrasi perusahaan yang 
seharusnya setiap pengeluaran cek tunai harus tercatat di 
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system administrasi perusahaan untuk kepentingan laporan 
keuangan perusahaan PT. Tekindo Property, selain daripada 
itu diketahui pula bahwa terhadap cek yang dimaksud, saksi 
IR.A ZUBHAN S.E selakupimpinan perusahaan tidak 
pernah melakukan penandatanganan cek, dimana hal 
tersebut didukung dengan adanya hasil pmeriksaan 
Laboratorium Kiminalistik POLRI NO.Lab. 713/DTF/IV/2014 
tanggal 28 April 2014 yang dari hasil pemeriksaan 
disimpulkan bahwa tanda tangan yang terdapat pada cek 
tunai tersebut adalah tanda tangan yang berbeda (non 
identik) dengan tanda tangan milik saksi IR.A ZUBHAN 
S.E. 
3. Setiap Cek yang dicairkan, terdapat nama, tanda tangan dan 
nomor telpon terdakwa yang merupakan syarat yang 
diajukan oleh pihak bank sebelum cek tersebut dicairkan 
oleh pelaku pencairan cek dalam hal ini adalah terdakwa, 
sehingga berdasarkan itu, maka pihak Bank melakukan 
pencairan uang tunai sebesar yang terdapat dalam cek tunai 
untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa, hal mana 
terdakwa setelah menerima uang tersebut menggunakan 
uang tersebut untuk kepentingan pribadinya. 
Bahwa berdasarkan uraian diatas maka “unsur dengan 
sengaja memakai surat palasu atau surat yang dipalsukan 
seolah – olah surat itu asli dan tidak dipalsukan” seelah 
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.  
 
 Ad.3 unsur kalau penggunaan surat palsu itu mendatangkan 
kerugian. 
Bahwa berdasarkan keterangan saksi serta sebagaimana 
penuntut umum telah uraikan dalam “unsur dengan sengaja 
memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah – olah 
surat itu asli dan tidak dipalsukan” maka atas pemakaian surat 
palsu yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana terurai pada 
uraian unsur tersebut diatas (unsur dengan sengaja memakai surat 
palsu atau surat yang dipalsukan seolah – olah surat itu asli dan 
tidak dipalsukan) maka telah mengakibatkan kerugian keuangan 
yang dialami oleh PT.Tekindo Property, oleh karena : 
1. Adapun terdakwa setelah melakukan pencairan cek 
sebagaimana tersebut diatas, telah menggunakan uang 
yang sejatinya adalah uang milik perusahaan untuk 
membiayai kepentingan terdakwa yang tidak ada 
kaitannya dengan operasional perusahaan sehingga hal 
tersebut dapat menimbulkan kerugian keuangan 
perusahaan PT.TEKINDO PROPERTY senilai Rp. 
Rp.486.431.618,- (empat ratus delapan puluh enam juta 
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empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan belas 
rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu kerugian 
mana diakibatkan oleh karena seharusnya perusahaan 
tidak mengeluarkan uang sebesar tersebut diatas 
apabila terdakwa tidak melakukan serangkaian 
perbuatannya sebagaimana tersebut. 
 
Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “ unsur 
penggunaan surat palsu itu mendatangkan kerugian” telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan. 
 
3. Tuntutan Penuntut Umum 
Mengenai tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum diatur 
dalam Pasal 182 ayat (1) KUHAP yang merumusakan : 
Setelah pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan selesai 
penunutut umum mengajukan tuntutan pidana. 
Surat tuntutan ini berisikan tuntutan pidana yang hendaknya 
diputus oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa …………….. alias …. 
Surat tuntutan (requisitor) adalah surat yang memuat pembuktian 
surat dakwaaan berdasarkan alat – alat bukti yang terungkap dalam 
proses persidangan dan kesimpulan Penuntut Umum tentang 
kesalahan terdakwa disertai dengan tuntutan pidana. Adapun tuntutan 
dalam perkara pidana dalam Putusan No.1155/Pid.B/2014/PN.Mks 
dapat dilihat dalam tuntutan Penuntut Umum dengan Nomor Register 
Perkara :PDM-442/R.4.10/Ep/07/2014 yang pada pokoknya meminta 
kepada Majelis Hakim untuk memutuskan : 
1. Menyatakan terdakwa …………….. ALS. …. terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana “MENGGUNAKAN 
SURAT PALSU”, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat 
(2) KUHP, dalam dakwaan KEDUA. 
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2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ……………..ALS. …. 
oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) ahun 
dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa 
berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa 
tetap ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan 
negara. 
3. Menetapkan barang bukti berupa : 
1. 30 (tiga puluh) lembar cek tunai yang terdiri dari : 
 18 (delapan belas) lembar cek tunai Bank BNI 
DIKEMBALIKAN KE BANK BNI. 
 12 (dua belas) lembar cek tunai Bank BRI 
DIKEMBALIKAN KE BANK BRI. 
2. 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Taruna warna 
biru metalik tahun 2000 
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI IR.A.ZUBHAN 
S.E. 
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara 
sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah). 
 
4. Amar putusan 
1. Menyatakan Terdakwa …………….. alias …. tersebut diatas 
Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  
tindak pidana “ menggunakan Surat palsu atau yang 
dipalsukan” 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa …………….. Alias …. 
oleh karena itu dengan pidana oleh karena itu dengan pidana 
penjara selama : 2 (dua) Tahun; 
3. Menempatkan masa penahanan yang telah dijalani oleh 
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pada yang dijatuhkan 
tersebut; 
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
5. Menetapkan barang bukti berupa : 
 30 (tiga puluh) lembar Cek Tunai yang terdiri dari : 
 18 (delapan belas) lembar Cek Tunai Bank BNI, 
dikembalikan kepada Bank BNI 
 12 (dua belas) lembar Cek Tunai Bank BRI, 
dikembalikan kepada Bank BRI 
 1 (satu) unit Daihatsu Taruna Warna biru metalik 
tahun 2000, dikembalikan kepada saksi IR.A.Zubhan 
S.E; 
6. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah. 
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5. Komentar penulis 
Sebelum penulis mengemukakan analisis yuridis serta 
tanggapannya terhadap penerapan hukum pidana materiil dalam putusan 
tesebut dan juga tanggapan terhadap pertimbangan hukum hakim yang 
merupakan landasan pertanggunganjawab hakim dalam memeriksa, 
mengadili serta memutuskan perkara ini, maka akan dikemukakan 
beberapa ketentuan hukum acara pidana yang merupakan rujukan hakim 
dalam proses penyelesaian perkara ini. Bahwa hakim pengadilan negeri 
yang memutuskan perkara ini mendasarkan putusannya pada ketentuan 
hukum yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP yang menyatakan ; 
1) Alat bukti yang sah ialah : 
a. Keterangan saksi; 
b. Keterangan ahli 
c. Surat  
d. Petunjuk 
e. Keterangan terdakwa 
Dalam keputusan perkara pidana  Nomor : 
1155/Pid.B/2014/PN.Mks atas nama terdakwa ditemukan pernyataan 
hakim bahwa tersangka terbukti bersalah melakukan tindak pidana 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, bahwa 
pernyataan yang terlihat dalam pertimbangan hukum hakim tersebut 
adalah benar (secara yuridis) karena dalam perkara ini Jaksa Penuntut 
Umum telah mengajukan bukti berupa : 
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1. 30 (tiga puluh) lembar cek tunai yang terdiri dari 18 (delapan belas) 
lembar cek tunai Bank BNI dan 12 (dua belas) lembar cek tunai 
Bank BRI; 
2. 5 (lima) orang saksi masing – masing adalah : IR.A.ZUBHAN,S.E, 
NERLY,ERNA,ANDI JULIANA ZAENAL ALIAS JULI, dan ANDI 
ST.AISYA ARIFIN,S.E ALIAS ICHA; 
3. Keterangan terdakwa; 
4. Bukti petunjuk. 
Dengan demikian nyatalah bagi kita bahwa dalam perkara ini 
telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adanya beberapa alat bukti 
yaitu 30 lembar cek tunai dan 5 orang saksi, keterangan terdakwa dan 
bukti petunjuk, yang dalam hal ini terdiri dari alat bukti surat dan 
kesaksian,keterangan terdakwa dan bukti petunjuk yang dimana alat 
bukti ini diakui sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 
KUHAP. 
Kemudian amar Putusan Hakim yang menyatakan bahwa 
terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu atau yang 
dipalsukan bahwa amar putusan tersebut diatas mendapat 2 (dua) 
landasan yang kuat baik secara doktrinal (menurut ajaran hukum 
pidana) dan landasan yuridis normatif. Penjelasan hal ini dapat 
diuraikan sebagai berikut : 
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Bahwa dalam ajaran ilmu hukum pidana dapat ditemukan 
berbagai doktrin tentang teori/sistem pembuktian dalam hukum pidana, 
salah satu diantaranya adalah pembuktian berdasarkan undang – 
undang secara negatif (negatief wettelijke bewijstheorie) menurut teori 
ini Hakim dalam memutuskan seseorang bersalah berdasarkan 
keyakinannya maka keyakinan tersebut harus didasarkan pada 
ketentuan undang – undang. 
Doktrin tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum 
acara maka dapat dikatakan bahwa doktrin tentang sistem pembuktian 
tersebut diatas, secara penuh diterima berdasarkan ketentuan Pasal 
183 KUHAP  
Bukti petunjuk diperoleh karena adanya persesuaian antara 
keterangan antara saksi dipersidangan dengan keterangan terdakwa 
serta adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan dimana 
menunjukkan  bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP. 
Bahwa dalam putusan hakim No.1155/Pid.B/2014/Pn.Mks 
tertanggal 10 september 2014 hanya mengutip sebagian dari pada 
tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 november 
2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan 
putusan sebagai berikut: 
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“Menyatakan terdakwa …………….. alias …. terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu” 
sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP” 
Bahwa terdapat kekeliruan Jaksa Penuntut Umum dalam 
menyebutkan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tersebut diatas 
kemudian pada gilirannya kualifikasi tindak pidana tersebut diperbaiki 
oleh hakim dengan frasa “menggunakan surat palsu atau yang 
dipalsukan” perbaikan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh 
hakim adalah tepat oleh karena dalam Pasal 263 ayat (2) memang 
terdapat 2 (dua) jenis surat yang dapat menjadi alat (piranti) dalam 
melakukan tindak pidana tersebut dan kedua jenis surat itu berbeda 
secara prinsipil yaitu : menggunakan surat palsu artinya menggunakan 
surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau menggunkan 
surat itu sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang 
tidak benar sedangkan menggunakan surat yang dipalsukan artinya 
terhadap surat tersebut telah diubah sedemikian rupa sehingga isinya 
menjadi lain dari isi surat aslinya kemudian digunakan oleh pelaku 
(terdakwa). 
Bahwa didalam putusan ini terlihat adanya kejanggalan dan 
ketidak cermatan dalam melakukan pemeriksaan terhadap dakwaan 
alternatif sebagaimana dikemukakan dalam surat tuntutan Jaksa 
penuntut umum yang terdiri atas  3 (tiga) dakwaan alterntif yaitu 
dakwaan pertama didasarkan pada Pasal 263 ayat (1) KUHP yaitu : 
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Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat 
yang menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau 
sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan 
sebagai keteragan bagi suatu perbuatan dengan maksud akan 
menggunakan atau menyuruh orang lian menggunakan surat – 
surat itu seolah – olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka 
kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu 
kerugian. 
 Dakwaaan ke-2 (dua) yang didasarkan pada Pasal 263 ayat 
(2) KUHP yaitu: 
Dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang 
dipalsukan seolah – olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, 
kalau pemakaian surat itu dapat mendapatkan kerugian,  
Dakwaan ke-3 yang didasarkan pada Pasal 374 KUHP yaitu: 
Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang 
sama sekali atau sebagiannya milik orang lain, dan yang ada 
padanya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang 
memegang barang itu karena jabatannya atau karena 
mendapat upah uang. 
 
Bahwa hakim didalam melakukan pemeriksaan perkara ini 
ternyata lalai (tidak mempertimbangkan) secara sistematis dakwaan ke 
satu melainkan hanya mengikuti kesalahan (kelalaian) yang dilakukan 
oleh jaksa penuntut umum dimana ditegaskan dalam surat tuntutannya 
bahwa (hal 9) oleh karena dakwaan kami berbentuk alternatif maka 
akan langsung kami buktikan danwaan yang paling kami anggap 
terbukti yakni dakwaan kedua yaitu Pasal 263 ayat (2) KUHP. Bahwa 
pendapat oleh jaksa penuntut umum tersebut adalah keliru dan 
kekeliruan tersebut akhirnya menjalar pada pemeriksaan dimuka 
persidangan dan putusan hakim. 
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Dakwaan alternatif berarti dakwaan yang disusun lebih dari 
satu tindak pidana yang dituduhkan dan pembuktian satu tindak pidana 
mengecualikan pembuktian dakwaan lainnya karena itu konsekuensi 
adalah pemeriksaan dilakukan secara sistematis mulai dari dakwaan 
kesatu lalu kedua dan terus ketiga dan seterusnya artinya tidak benar 
apabila Jaksa Penuntut Umumlangsung melakukan pemeriksaan 
dakwaan kedua ataupun ketiga berdasarkan pandangan subjektifnya 
karena kedua dakwaan tersebut yaitu baik dakwaan berdasarkan 
ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP dan dakwaan yang bedasarkan 
ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP, menurut pendapat penulispeluang 
terbuktinya kedua pasal tersebut diatas cukup besar. 
Seyogianya dalam putusan tersebut hakim terlebi dahulu 
mengemukakan pertimbangan hukumnya tentang terbukti tidaknya 
dakwaan kesatu Pasal 263 ayat (1) KUHP karena apabila ternyata 
bahwa perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan kesatu terbukti 
maka tidak perlu lagi diadakan pemeriksaan terhadap dakwaan kedua 
ini sebagai konsekuensi dakwaan alternatif. Menurut hemat penulis 
justru dakwaan pertama inilah yang terbukti secara sah dan 
meyakinkan dengan alat bukti berupa : 
1. Keterangan saksi IR.A.Zubhan S.E bahwa saksi mengetahui 
2 (dua) lembar foto copy cek tunai bank BRI tersebut adalah 
bukan tanda tangan saks, lalu saksi memerintahkan kepada 
NEARLY untuk mengecek semua rekening barulah saksi 
mengetahui bahwa selain cek tunai dari rekening Bank BRI 
ada juga cek tunai dari bank BNI yang tanda tangan saksi 
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juga dipalsukan dan dicairkan dananya oleh terdakwa  tanpa 
sepengetahuan terdakwa  
2. Keterangan saksi NERLY menyatakan bahwa ketika saya 
melihat cek tunai tersebut tandatangan IR.A.Zubhan S.E 
dipalsukan lalu saya memanggil kembali terdakwa dan 
memperlihatkan 2 (dua) lembar foto copy  yang tandatangan 
IR Zubhan SE dipalsukan dan terdakwa memenarkan bahwa 
cek tunai tersebut tandatangannya dipalsukan dan mengakui 
lalu membuat surat pernyataan sehubungan dengan 
perbuatan tersebut. 
3. Keterangan terdakwa didepan persidangan menerangkan 
antara lain bahwa adapun sehingga terdakwa dapat 
mencairkan cek tunai tersebut adalah dengan cara terdakwa 
mengambil buku cek tunai lalu menuliskan nilai nominal 
uang, tanggal jatuh tempo serta bertanda tangan diatas cek 
tunai tersebut, tandatangan mana adalah tanda tangan yang 
seolah-olah tanda tangan asli milik saksi IR.A.Zubhan S.E 
sebagai atasan terdakwa di PT.Tekindo Property. 
Berdasarkan keterangan saksi – saksi tersebut diatas ditambah 
keterangan terdakwa maka jelas bahwa terdakwa telah terbukti 
melakukan perbuatan yaitu mencairkan cek tunai , mengambil buku cek 
tunai, menulis nilai nominal uang,jatuh tempo serta memalsukan tanda 
tangan diatas cek, jadi dari rangkaian perbuatan tersebut dapat 
disimpulkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat 
atau membuat surat palsu yang diamcam pidana berdasarkan Pasal 
263 ayat (1) KUHP.oleh karena dakwaan kesatu dipandang terbukti 
maka seyogianya dakwaan kedua tidak perlu lagi dibuktikan sehingga 
menurut hemat saya kualifikasi tindak pidana dalam amar putusan 
adalah salah dan perlu diperbaiki sehingga berbunyi sebagai berikut “ 
menyatakan terdakwa …………….. alias …. telah terbukti secara sah 
da meyakinkan bersaah melakukan tindak pidana membuat surat palsu 
atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak dan 
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seterusnya melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP. Dapat ditegaskan 
disini bahwa ancaman pidana terhadap kedua tindak pidana tersebut 
adalah serupa sehingga pidana penjara selama 2 (dua) tahun 
dijatuhkan kepada tersangka dipandang sudah adil dan diterima oleh 
terdakwa. 
Melihat posisi kasus di atas bahwa perbuatan terdakwa 
menurut hemat penulis telah melakukan 2 (dua) tidak pidana yang 
masing - masing berdiri sendiri (Concurcus Realis) yaitu tindak pidana 
membuat surat palsu atau yang dipalsukan sebagaimana yang 
dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dan menggunakan surat 
palsu atau yang dipalsukan seolah – olah itu asli sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP sehingga lebih tepatnya 
bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum adalah 
Dakwaan kumulatif dengan konsekuensi bahwa tindak pidana yang 
didakwakan harus dibuktikan satu demi satu dan dakwaan yang tidak 
terbukti harus dinyatakan secara tegas disertai tuntutan untuk 
membebaskan terdakwa dari dakwaan yang bersangkutan. 
Menurut hemat penulis perbuatan terdakwa telah melakukan 2 
(dua) tidak pidana yang masing - masing berdiri sendiri (Concurcus 
Realis) yaitu tindak pidana membuat surat palsu atau yang dipalsukan 
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dan 
menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah – olah itu asli 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP. Pembuktian 
terhadap tindak pidana tersebut didasarkan atas alat bukti berupa : 
1. Keterangan saksi IR.A.Zubhan S.E bahwa saksi mengetahui 
2 (dua) lembar foto copy cek tunai bank BRI tersebut adalah 
bukan tanda tangan saks, lalu saksi memerintahkan kepada 
NEARLY untuk mengecek semua rekening barulah saksi 
mengetahui bahwa selain cek tunai dari rekening Bank BRI 
ada juga cek tunai dari bank BNI yang tanda tangan saksi 
juga dipalsukan dan dicairkan dananya oleh terdakwa  tanpa 
sepengetahuan terdakwa  
2. Keterangan saksi NERLY menyatakan bahwa ketika saya 
melihat cek tunai tersebut tandatangan IR.A.Zubhan S.E 
dipalsukan lalu saya memanggil kembali terdakwa dan 
memperlihatkan 2 (dua) lembar foto copy  yang tandatangan 
IR Zubhan SE dipalsukan dan terdakwa memenarkan bahwa 
cek tunai tersebut tandatangannya dipalsukan dan mengakui 
lalu membuat surat pernyataan sehubungan dengan 
perbuatan tersebut. 
3. Keterangan terdakwa didepan persidangan menerangkan 
antara lain bahwa adapun sehingga terdakwa dapat 
mencairkan cek tunai tersebut adalah dengan cara terdakwa 
mengambil buku cek tunai lalu menuliskan nilai nominal 
uang, tanggal jatuh tempo serta bertanda tangan diatas cek 
tunai tersebut, tandatangan mana adalah tanda tangan yang 
seolah-olah tanda tangan asli milik saksi IR.A.Zubhan S.E 
sebagai atasan terdakwa di PT.Tekindo Property. 
 Berdasarkan alat bukti tersebut diatas maka jelas bahwa 
perbuatan terdakwa memenuni unsur tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Selanjutnya terpenuhinya 
unsur tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 
ayat (2)  KUHP didasarkan atas alat bukti berupa : 
1. Keterangan saksi FRANKE LONTOH menyatakan bahwa 
berdasarkan rekening Koran yang dikeluarkan oleh Kantor 
Kas Bank BNI jalan Boulevard Kota Makassar bahwa benar 
yang mencairkan 17 (tujuh belas) cek tunai tersebut adalah 
Sdri. …………….., sedangkan nomor cek CF 489031 tanggal 
19 juli 2013 senilai Rp.9.000.000.(Sembilan juta rupiah) 
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belum bisa saksi pastikan karena direkening Koran belum 
tercantum nama yang menerima/ mencairkan dana cek tunai 
tersebut. 
2. Keterangan saksi IR YULIARTO menjelaskan bahwa benar 
kalau dari kedua nomor rekening 064201000078308 dan 
064201000295308 adalah milik nasabah Sdra. IR.ZUBHAN 
(PT.Tekindo Property) sedangkan cek tersebut dicairkan 
oleh ……………..  saksi ketahui dari bukti tanda tangan yang 
berada dibelakng cek tunai. 
3. Keterangan terdakwa …………….. menyatakan bahwa 
membawa cek tunai tersebut untuk dilakukan pencairan 
senilai jumlah sebagaimana telah tersebut diatas sehingga 
hal tersebut dapat menimbulkan kerugian keuangan 
perusahaan PT.Tekindo Property 
Oleh karena berdasarkan alat bukti tersebut diatas maka jelas 
perbuatan terdakwa juga memenuni unsur delik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP oleh karena terbukti kedua 
tindak pidana yang didakwakan maka perbuatan tersebut 
dikategorikan sebagai gabungan beberapa perbuatan (concurcus 
realis) sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 65 KUHP dengan 
cara / stelsel penghukuman sebagai berikut : 
1. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang 
masing – masing harus dipandang sebagai perbuatan 
tersendiri – tersendiri dan yang masing – masing 
menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman 
utama sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan. 
2. Maksimum hukum ini ialah jumlah hukuman – hukuman 
yang tertinggi ditentukan untuk perbuatan itu, akan 
tetapi tidak boleh lebih dari hukuman yang paling berat 
ditambah dengan sepertiganya. 
Oleh karena terdakwa telah melakukan dua (2) tindak pidana 
yang berdiri sendiri dan ancaman hukuman pidana kedua 
perbuatan adalah sama yaitu 6(enam) tahun maka maksimum 
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hukuman yang dapat ditambah sepertinya menjadi 8 (delapan) 
tahun. 
Penulis perlu mengkomentari lebih lanjut tentang perbuatan 
terdakwa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat sebanyak 
30 (tiga puluh) cek tunai yang terdiri dari 18 (delapan belas) cek tunai 
BNI dan 12 (dua) belas cek tunai BRI dapat dipandang sebagai satu 
perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) seperti yang dimaksudkan 
dalam rumusan Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagai berikut : 
1. Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga 
dengan demikian harus dipandang sebagai satu 
perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan 
pidana saja yang digunakan walaupun masing – masing 
perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran. 
Menurut doktrin hukum pidana bahwa  perbuatan yang dapat 
dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut harus memenuhi syarat 
– syarat sebagai berikut : 
1. Harus timbul dari satu niat 
2. Perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya 
3. Waktu antaranya tidak boleh terlampau lama. 
Dengan terpenuhinya syarat – syarat tersebut diatas yang 
dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam 
pemeriksaan dipersidangan bahwa dalam rentang waktu dari 
bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2013 terdakwa 
melakukan penerbitan cek tunai yang berisi nilai nominal 
uang, tanggal jatuh tepo, serta bertanda tangan diatas cek 
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tersebut, tanda tangan mana adalah tanda tangan yang 
seolah- olah adalah tanda tangan asli milik saksi 
IR.A.Zubhan S.E. dan membawa cek tersebut untuk 
dilakukan pencairan cek tunai tersebut. Demikan dipandang 
sama pula perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) 
terhadap perbuatan terdakwa yang menggunakan surat 
palsu atau yang dipalsukan dengan alasan yang sama 
diatas. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian yang dijelaskan oleh penulis diatas, maka 
kesimpulan yang penulis dapat dari penelitian ini adalah : 
1. Pengertian membuat surat palsu atau memalsukan surat itu 
ialah bahwa : 
c. Yang dimaksud membuat surat palsu yaitu membuat surat 
yang mulanya tidak terdapat sepucuk surat apapun, tetapi 
kemudian telah dibuat sepucuk surat yang bertentangan 
dengan kebenaran  
d. Yang dimaksud memalsukan surat yaitu perbuatan yang 
mengubah sebagian yang tidak terpisahkan dari sepucuk 
surat  dengan cara sedemikian rupa, sehingga menjadikan 
sepucuk surat tersebut bertentangan dengan kebenaran. 
2. Adanya kesalahan keputusan hakim dalam perkara 
No.1155/Pid.B/2014/PN.Mks atas nama terdakwa ………… 
alias …. terhadap penerapan hukum pidana materiil yaitu 
ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP yang seharusnya 
dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim adalah bahwa terdakwa 
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 
membuat surat palsu dan memalsukan surat sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. 
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B. Saran 
1. Bahwa dalam hal ini Jaksa Penentut Umum dan Hakim harus 
mengetahui bahwa dalam pengggunaan surat atau yang 
dipalsukan disini adalah menggunakan dengan sengaja surat 
tidak hanya mengubah mengenai isi dari sepucuk surat saja, 
melainkan juga yang mengubah sebagian yang tidak 
terpisahkan dari sepucuk surat seperti tanda tangan atau cap 
stempel, sehingga menjadikan sepucuk surat tersebut 
bertentangan dengan kebenaran 
2. Bahwa dalam kasus tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua) 
tindak pidana yang berdiri sendiri (concurcus realis) yang 
masing – masing yang berpotensi dapat dibuktikan maka 
seharusnya dakwaan diajukan dalam bentuk komulatif bukan 
dalam bentuk dakwaan alternatif sehingga tidak ada pilihan 
untuk membuktikan tindak pidana yang paling dianggap terbukti 
(sebagaimana dilakukan jaksa penuntut umum dalam perkara 
ini) sehingga tidak terjadi kesalahan di dalam menentukan 
kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. 
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